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vAbstrak
Andi Muh Ilhamsyah BM, Nomor Pokok E111 11 276, dengan Judul
“Keterlibatan Aktor Dalam Kemenangan Hj, Fatmawati Rusdi pada
Pemilihan Legislatif DPR-RI Tahun 2014 di Dapil Sulel III”. Di bawah
bimbingan M. Kausar Bailusy, pembimbing I dan A. Naharuddin
selaku pembimbing II.
Kemenangan Fatmawati Rusdi Masse, walau disokongoleh PPP,
namun perolehan suaranya sangat membludak di Kabupaten Sidrap.
Kondisi ini membawanya sebagai satu-satunya kandidat DPR RI dari PPP
untuk Dapil Sulawesi Selatan III yang mendapatkan kursi. Sebagaimana
yang telah diketahui, suami dari Fatmawati Rusdi Masse adalah Rusdi
Masse yang tidak lain adalah Bupati Kabupaten Sidrap di periode
keduanya. Di sisi lain, Rusdi Masse sendiri merupakan kader Partai
Golkar yang idealnya harusnya berpihak pada kandidat yang berasal dari
Partai Golkar sendiri, namun hasil perolehan suara menunjukkan tidak
demikian. Walaupun istrinya disokong oleh PPP, namun hal ini bukan
halangan untuk memenangkannya. Artinya, Rusdi Masse menggunakan
jaringannya untu memenangkan istrinya. Oleh karena itu, penelitian ini
bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis keterlibatan jaringan
aktor dalam kemenangan Fatmawati Rusdi pada Pemilu legislatif DPR RI
Tahun 2014 di Dapil Sulawesi Selatan III.
Penelitian ini dilaksanakan di daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III.
Waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai dari bulan Mei hingga Juli 2016.
Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dengan tipe penelitian
deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan
data sekunder. Informan ditentukan secara purposive. Adapun teknik
pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan
dokumentasi, sementara data dianalisis melalui kegiatan mengatur,
mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jaringan birokrasi merupakan
aktor yang paling terlibat aktif jika dibandingkan jaringan politik dalam
memenangkan Fatmawati Rusdi pada Pileg DPR RI Tahun 2014 untuk
Dapil III Sulawesi Selatan.
Kata Kunci: Elit Penentu, Pertukaran Jaringan, Kekuatan Politik
vi
KATA PENGANTAR
Segala puji serta dengan penuh rasa syukur yang dalam, penulis
memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya kepada Allah SWT, pencipta
langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, pemilik
kesempurnaan, meliputi segala ilmu pengetahuan serta kuasa yang tiada
batas, telah memberikan rahmat, pengetahuan, kesabaran, keimanan dan
taqwa kepada penulis, serta sholawat dan salam selalu senantiasa
tercurahkan dari hati yang paling dalam kepada Nabiullah Muhammad
SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat
manusia hingga akhir zaman.
Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta,
yakni ayahanda H. Idris Bau Mangedan Ibunda Hj. Andi Ma’me yang
selalu memberikan dukungan serta iringan doa siang dan malam yang
tiada henti-hentinya selalu terucap, terima kasih atas didikannya selama
ini, sehingga menjadi satu-satunya alasan utama skripsi ini bisa dan harus
diselesaikan. Kepada Andi Febianty, Andi Irmawati, Andi Nurul, Nurhan
Tabau, Andi Agus Selaku keluarga Besar Idris Bau Mange dan Keluarga
besar H. Amir Galib yang tidak pernah putus memberikan keceriaan doa,
serta dukungan baik secara moril maupun material, dan tidak lupa sikecil
Dea Arifah dan Quira Maryama selaku keponakan yang selalu
memberikan keceriaan dan beserta seluruh keluarga besar yang penulis
vii
tidak sempat sebutkan satu persatu, terima kasih semua atas dorongan,
motivasi, perhatian, dukungan, dan doanya kala susah dan senang
kepada penulis selama ini.
Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis
menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat
berharga dari berbagai pihak sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan
skripsi ini. Oleh karena itu melalui penulisan skripsi ini penulis
mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setingi-
tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan
mensupport penulis antara lain kepada:
1. Terima kasih kepada bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp. B.
Sp. BO. FICS, selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode
2004 - 2014 dan ibu Prof. Dwia Aries Tina, MA selaku Rektor
Universitas Hasanuddin periode 2014 - sekarang.
2. Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si. selaku Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan bapak Dr. H. Andi Samsu
Alam, M.SI selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu
Pemerintahan serta bapak. Ali Armunanto, S.IP. M.SI selaku ketua
departemen Ilmu Politik Fisip Unhas.
3. Bapak Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA dan A. Naharuddin, S.IP,
M.SI, yang memberikan segala dorongan, motivasi, pengetahuan,
dan bimbingan untuk senantiasa tegar dalam memberikan arahan,
terima kasih atas segala keramahannya baik selama kuliah
viii
maupun dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini. Hanya do’a
yang dapat penulis persembahkan agar senantiasa mendapatkan
curahan Rahmat dunia dan akhirat.
4. Terkhusus kepada Dosen Pembimbing Akademik saya Sakinah
Nadir, S.IP. M.SI., serta dosen pengajar A. Naharuddin, S.IP.
M.SI., Drs. H. A. Yakub, M.SI., Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.SI.,
Dr. Ariana Yunus, S.IP M.SI., Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si Ali
Armunanto, S.IP. M.SI., Dr. Muhammad Saad, MA., Endang Sari,
S.IP, M.SI. Terima kasih atas segala kepercayaan yang telah
diberikan. Kepercayaan serta prinsip-prinsipnya yang teramat
sangat banyak memberikan motivasi kehidupan bagi penulis.
5. Seluruh pegawai dan staf jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan
khususnya program studi Ilmu Politik: Ibu Hasna, Ibu Nanna, Pak
Mustamin, Pak Mursalim dan seluruh staf yang tidak bias penulis
sebutkan satu persatu. Semuanya penulis ucapkan terima kasih
banyak.
6. Sudriman Bungi, Saharuddi Alrif, Arlin Ariesta, Andi Sugiarno
Bahri, Andi Aso. Yang senantiasa membantu dalam pengambilan
data ditempat penelitian, terima kasih atas bantuannya selama
penelitian ini berlangsung.
7. Teman-teman HmI Komisariat Isispol Unhas dan Sign Institute,
terima kasih banyak atas segala bantuan, waktu, pengetahuan,
ix
dan motivasi yang tidak henti-hentinya kalian berikan, terima kasih
telah menjadi guru selama penulis menjadi mahasiwa.
8. Teman-teman Integritas 2011 dan teman-teman UNHAS lainnya,
khusus 2011 yang telah menjadi teman berbagi cerita dalam suka
dan duka selama masa-masa kuliah.
9. Terkhusus untuk seluruh temen-teman NLB Okesih yang tidak
bisa saya sebutkan namanya satu persatu selaku teman berbagi
dalam segala hal. “terima kasih banyak manku”.
10. Kepada rekan-rekan, senior dan adik-adik di HIMAPOL FISIP
UNHAS  yang tak dapat kusebut satu persatu, atas didikan,
arahan, ilmu, kepercayaan, motivasinya, menjadi pedoman
mengarungi perjalan panjang sebagai mahasiswa di Universitas
Hasanuddin.
11. Teman-teman KKN Kecamatan Bacukiki Barat kota Pare-pare,
terima kasih atas kerjasama, kebersamaan waktu dan kenangan
selama KKN telah memberikan kenangan terindah dengan
mengenal kalian semua.
12. Kepada teman-teman SMAN 1 Pangsid yang telah menjadi teman
berbagi cerita sekaligus memberikan dukungan selama ini terima
kasih.
xSerta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan
dengan jalan hidup penulis. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tidak
terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dalam garis penulis,
sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis diatas
segalanya, kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan mereka dalam
kehidupan saya.
Makassar, 17 November2016
Andi Ilhamsyah
xi
DAFTAR ISI
Halaman Judul ..................................................................................................i
Lembar Pengesahan........................................................................................ ii
Abstrak............................................................................................................ iii
Kata Pengantar ............................................................................................... iv
Daftar Isi ......................................................................................................... ix
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .............................................................................12
1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................12
1.4 Manfaat Penelitian ..............................................................................12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Konsep Kekuatan Politik.....................................................................13
2.2 Elit Penentu .........................................................................................25
2.3 Teori Jaringan Aktor ............................................................................33
2.4 Kerangka Pemikiran ...........................................................................36
2.5 Skema Pikir .........................................................................................38
BAB III : METODE PENELITIAN
3.1 Lokasi Penelitian ................................................................................39
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian ..................................................................39
3.3 Sumber Data .......................................................................................41
3.4 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................42
3.5 Teknik Analisis Data............................................................................43
BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
4.1 Gambaran Daerah Pemilihan Sul sel III ..............................................48
4.2 Pengguna Hak Suara di Daerah Pemilihan Sul Sel III ........................64
4.3 Gambaran Perolehan Suara PPP di Daerah Pemilihan SulSel III .......65
xii
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Kekuatan Politik Pendukung Fatmawati Rusdi pada Pemilu legislatif
DPR RI Tahun 2014 di Dapil Sulawesi Selatan III ...............................67
5.2 Rusdi Masse sebagai Elit Penentu dalam Kemenangan Fatmawati
Rusdi pada Pemilu legislatif DPR RI Tahun 2014 di Dapil Sulawesi
Selatan III ............................................................................................75
5.3 Keterlibatan Jaringan Aktor dalam Kemenangan Fatmawati Rusdi
pada Pemilu legislatif DPR RI Tahun 2014 di Dapil Sulawesi
Selatan III ............................................................................................83
BAB VI : PENUTUP
6.1 Kesimpulan .......................................................................................98
6.2 Saran.................................................................................................99
DAFTAR PUSTAKA
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2008-2012.................................................................................50
Tabel 4.2. Jumlah Pemilih DPT dan DPK Kabupaten Sidrap Tahun
2014..........................................................................................51
Tabel 4.3. Daftar Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kabupaten
Pinrang Tahun 2015 .................................................................53
Tabel 4.4 Jumlah Pemilih DPT dan DPK Kabupaten Pinrang Tahun
2014..........................................................................................54
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015.........................................56
Tabel 4.6 Jumlah Pemilih DPT dan DPK Kabupaten Luwu Timur Tahun
2014..........................................................................................58
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 .......................................60
Tabel 4.8 Jumlah Pemilih DPT dan DPK Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2014...............................................................................61
Tabel 4.9 Jumlah Pengguna Hak Suara Pada Pemilihan Legislatif DPR
RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III Tahun 2014
Berdasarkan Tiap Kabupaten ...................................................63
Tabel 4.10. Perolehan Suara PPP di Daerah Pemilihan Sulsel III ...............65
1Bab I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Model perpolitikan yang ada di Indonesia pada saat ini tidak terlepas
dari perjalanan poltik di masa lalu. Perjalanan panjang yang telah dilalui
bangsa ini membuat banyak pencapaian yang telah diperoleh, salah
satunya adalah perkembangan demokrasi. Sejak indonesia merdeka dan
menjadi negara pada tanggal 17 agustus 1945, dalam UUD 1945
menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut
paham demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada di
tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau tergolong sebagai negara yang
menganut paham demokrasi perwakilan.
Demokrasi merupakan suatu tahapan atau proses yang digunakan
dalam suatu negara seperti Indonesia. Sesungguhnya nilai-nilai demokrasi
bukanlah suatu nilai yang asing dalam budaya Indonesia, sejak masa
lampau nilai-nilai ini telah ada dalam sejarah bangsa kita. Demokrasi
berlandaskan pada nilai kebebasan manusia. Demokrasi juga
mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya  pada kedaulatan
rakyat. Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum nilai demokrasi merupakan
landasan utama dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.
Di kebanyakan Negara demokrasi, termasuk Indonesia, pemilu
umum diangap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Sistem
2pemilihan umum di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan,
terakhir semenjak memasuki era reformasi, Indonesia masih
menggunakan sistem pemilihan umum proporsional, namun degan be-
berapa perbaikan, seperti mengatasi massa mengambang, dan intervensi
pemerintah dihapuskan, ditambah dengan nama calon anggota dican-
tumkan di bawah tanda gambar masing-masing partai.1
Adanya perbaikan sistem pemilihan umum proporsional semenjak
era reformasi diharapkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan dari
penerapan sistem pemilihan umum yang lalu, terutama di masa orde baru.
Adapun kelemahan-kelemahan tersebut terkait lemahnya lembaga legis-
latif jika dibandingkan lembaga eksekutif dan kurang menonjolnya fungsi
para legislator di parlemen dalam menjalankan fungsi yang diamantkan.2
Pada tahun 2014 yang lalu, pemilihan legislatif dilakukan secara
serentak di seluruh Indonesia baik ditingkatan DPR RI, DPRD Provinsi
maupun DPRD Kota/Kabupaten. Jika dicermati sepintas, pemilihan legis-
latif tersebut memiliki kerumitannya sendiri. Setiap calon anggota legislatif
diberbagai tingkatan dengan daerah pemilihan dan partai politiknya mas-
ing-masing tentunya akan berupaya untuk keluar sebagai pemenang.
Secara konseptual, setidaknya ada tiga modal utama yang dimiliki
oleh para calon yang akan mengikuti kontestasi dalam pemilu. Ketiga
modal itu adalah modal politik (political capital), modal sosial, (social
capital) dan modal ekonomi (economical capital), ketiga modal ini dapat
1 Miriam Budiardjo, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Jakarta, PT.
Gramedia Pustaka Utama, hal. 482.
2 Ibid., hal. 480.
3mempengaruhi seorang kandidat dalam memperoleh dukungan dari
masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang
kandidat, maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh.3
Pemilu merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit
dalam mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Elit di dalam politik
harus memiliki keunggulan-keunggulan. Selain dukungan kandidat dari
parpol, kandidat juga harus berusaha sebanyak mungkin memperoleh
dukungan dari kekuatan-kekuatan non-politik seperti organisasi
keagamaan, pemuda, profesi dan lainnya.4
Berdasarkan konteks lokal (daerah), banyak terdapat elit-elit yang
menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis yang mempunyai
peran penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di
daerah tersebut. Menurut Nurhasim,dkk5, elit politik lokal adalah mereka
yang memiliki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan
menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti Gubernur, Bupati,
Walikota, Ketua DPRD, Anggota DPRD, maupun pemimpin-pemimpin
partai yang ada di tingkat daerah. Elit Non-Politik Lokal adalah seseorang
yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh
untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini
3 Marijan Kacung, 2006, Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada Secara
Langsung, Pustaka Eureka, Surabaya, Hal 89.
4 Haryanto, 2005, Kekuasaan Elit (suatu bahasan pengantar), Yogyakarta, JIP
UGM, hal 72.
5 Nurhasim, Moch, dkk. 2003, Konflik antar Elit Politik Lokal dalam Pemilihan
Kepala Daerah, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Jakarta, hal 8.
4seperti elit keagamaan, elit organisasi masyarakat, kepemudaan, profesi
dan lain sebagainya.
Kandidat selain memerlukan dukungan partai politik, juga dukungan
elit-elit politik lokal dan elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol
dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar, dan
kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti
kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur
jabatan di partai politik dan pemerintahan. Dengan demikian, adanya elit
politik merupakan modal politik bagi setiap calon anggota legislatif. Modal
politik dapat diartikan, yaitu dukungan politik berupa dukungan Partai
Politik dan dukungan elit-elit politik lokal dari organisasi politik dan
organisasi kemasyarakatan untuk pemenangan.
Selain modal politik, seorang calon anggota legislatif juga memer-
lukan modal sosial dan model ekonomi. Fukuyama6 mendefinisikan modal
sosial (social capital) sebagai serangkaian nilai atau norma-norma
informal yang dimiliki  bersama diantara anggota suatu kelompok yang
memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Fukuyama
mengeksplorasi modal sosial guna mendeskripsikan bahwa masyarakat
dengan kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya
(high-trust society). Sebaliknya, sikap saling curiga, suka menaruh kecewa
kepada unit masyarakat yang lain, selalu menabung cemburu satu sama
lain, adalah indikasi rendahnya kepercayaan (low-trust society) di
6 Fukuyama, Francis, 2002, Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran,
Terj. Ruslani, Penerbit Qalam, Yogyakarta, hal. 48.
5masyarakat atau diistilahkan dengan zero trust society, ketiadaan
kepercayaan. Analoginya adalah ketika seorang calon anggota legislatif
terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan yang tinggi,
akan kesulitan menjalankan misi politik sehari-harinya. Jadi dapat
dipahami. modal sosial yaitu dukungan figur kandidat karena ketokohan
sehingga adanya kepercayaan dari masyarakat menciptakan interaksi
sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung.
Adapun modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda
yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang/mata uang.
Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang
diberikan seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan
keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Modal ekonomi memiliki
makna penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang
dipakai. Didalam musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang
besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak poster,
spanduk, membayar iklan, dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan
modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan
berasal dari partai yang dicalonkannya.
Pada pertarungan pemilu legislatif di Sulawesi Selatan tahun 2014,
elit politik juga memiliki peran yang penting dalam memenangkan kandidat
yang didukungnya. Tidak hanya pada tingkatan DPRD Kota/Kabupaten
ataupun DPRD Provinsi, peran elit politik dalam memenangkan kandidat
yang didukungnya juga tampak hingga DPR RI (pusat).
6Pemilu legislatif DPR RI Tahun 2014  di Provinsi Sulawesi Selatan
tersedia 24 jumlah kursi yang diperebutkan. Terdapat tiga Dapil yaitu:
Dapil Sulawesi Selatan I, Dapil Sulawesi Selatan II, dan Dapil Sulawesi
Selatan III. Jumlah TPS sebanyak 18.037, dengan jumlah pemilih
6.259.041 yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.033.129 dan perempuan
sebanyak 3.225.912. Presentase partisipasi pemilih sebesar 75,39 %
dengan total suara sah sebesar 4.404.765 suara.7
Pada proses pemilu tersebut, peran elit dalam bingkai politik kekera-
batan juga tampak bahkan menghasilkan kemenangan bagi beberapa
kandidat dengan perolehan suara yang cukup signifikan. Hasil identifikasi
peneliti menemukan setidaknya terdapat lima anggota DPR RI yang ke-
menangannya disokong oleh elit politik di Sulawesi Selatan.
Kelima anggota DPR RI tersebut terpilih masing-masing berasal dari
partai pengusung yang berbeda-beda. Daerah pemilihan  Sulawesi
Selatan I (Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto,
Bantaeng, dan Kabupaten Kepulauan Selayar) Indira Chunda Thita
Syahrul YL, SE, MM. berasal dari partai amanat nasional (PAN) dengan
perolehan suara sebesar 104.293 Suara dan merupakan seorang putri
dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Yang kedua adalah
adik Kandung ayah Indira yaitu Hj. Dewie Yasin Limpo, SE dengan total
suara yang diperoleh yaitu 39.514 suara. Yang ketiga juga merupakan
kerabat dari pimpinan daaerah di Sulawesi Selatan yang terpilih adalah
7 Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, 2015, Buku Data dan Infografik Pemilu Ang-
gota DPR RI dan DPD RI 2014, Jakarta, hal 73.
7istri dari Walikota dua Periode Ir. Ilham Arief Siradjuddin, MM yakni Hj.
Aliyah Mustika Ilham, SE. yang juga dari daerah pemilihan yang sama
yakni Sulawesi Selatan I dengan perolehan suara sebesar 84.480 suara.
Sosok Calon Anggota DPR RI perempuan yang lain yang juga cukup
signifikan dalam memperoleh suara dari hasil pemilu beberapa saat yang
lalu adalah Andi Fauziah Pujiwatie Hatta dari Partai Golkar putri dari
Bupati Luwu Timur dua periode yaitu Andi Hatta Marakarma dengan total
suara 96.330. Calon yang juga berasal dari dapil Sulawesi Selatan III
(Kabupaten Sidrap, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, Tana
Toraja, Toraja Utara, Pinrang, dan Kota Palopo) yang juga memiliki
hubungan dengan pejabat daerah adalah Fatmawati Rusdi Masse yang
juga merupakan istri dari bupati Kabupaten Sidrap Rusdi Masse dari
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan memenangkan 93.856 suara.8
Tiga anggota DPR RI yang disebutkan pertama, tidak diragukan lagi
elit politik yang mendukungnya. Sebagaimana ditekankan oleh Rahmad
M. Arsyad9 bahwa terdapat tiga aktor elit yang memiliki pengaruh
kekuasaan yang besar di Sulawesi Selatan, yaitu Syahrul Yasin Limpo,
Nurdin Halid dan Ilham Arief Sirajuddin. Awalnya para aktor elit ini berada
di partai yang sama, yaitu Partai Golkar. Di belakang hari, tampak Ilham
Arief Sirajuddin memilih dan membesarkan Partai Demokrat di Sulawesi
Selatan.
8 Ibid., Hal.143
9 Rahmad M. Arsyad, 2014, Perang Kota: Studi Politik Lokal dan Kontestasi Elite
Boneka (Studi Politik Pemilihan Walikota Makassar 2013), Resist Book, Yogyakarta, hal.
45.
8Kondisi menarik ada pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III,
yaitu Andi Fauziah Pujiwatie Hatta dan Fatmawati Rusdi Masse. Walau-
pun elit politik yang mendukung kedua Anggota DPR RI ini sama-sama
berasal dari Partai Golkar, namun khusus untuk Fatmawati Rusdi Masse
memilih mengendarai Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini ber-
beda dengan Andi Fauziah Pujiwatie Hatta yang tetap mengendarai Partai
Golkar yang juga merupakan partai dimana ayahnya berada.
Kemenangan Fatmawati Rusdi Masse, walau disokong oleh PPP,
namun perolehan suaranya sangat membludak di Kabupaten Sidrap.
Kondisi ini membawanya sebagai satu-satunya kandidat DPR RI dari PPP
untuk Dapil Sulawesi Selatan III yang mendapatkan kursi. Sebagaimana
yang telah diketahui, suami dari Fatmawati Rusdi Masse adalah Rusdi
Masse yang tidak lain adalah Bupati Kabupaten Sidrap di periode keduan-
ya. Di sisi lain, Rusdi Masse sendiri merupakan kader Partai Golkar yang
idealnya harusnya berpihak pada kandidat yang berasal dari Partai Golkar
sendiri, namun hasil perolehan suara menunjukkan tidak demikian. Wa-
laupun istrinya disokong oleh PPP, namun hal ini bukan halangan untuk
memenangkannya. Pada sisi ini, dapat dinilai bahwa kemenangan
Fatmawati Rusdi Masse melalui PPP berarti bahwa Rusdin Masse selaku
suaminya telah berhasil menunjukkan kekuatan elit politiknya. Untuk lebih
jelasnya, hasil perolehan suara dapat dilihat pada grafik berikut.
Grafik 1.1 Perolehan Suara Fatmawati Rusdi Masse Berdasarkan Ka-
bupaten Pada Dapil Sulawesi Selatan III Pemilu Legislatif 2014
9Sumber: Hasil Olahan Data KPU, 2014
Grafik 1.1 menunjukkan preolehan suara Fatmawati Rusdi Masse
yang paling banyak berada di Kabupaten Sidrap mencapai 78.929 suara.
Jika dipersentasekan berarti sebesar 84% perolehan suara diperoleh dari
Kabupaten Sidrap. Sementara telah diketahui jika di Kabupaten Sidrap,
salah satu elit politiknya adalah Rusdi Masse yang tidak lain suami dari
Fatmawati Rusdi Masse dan juga sebagai Bupati Kabupaten Sidrap.
Adapun di kabupaten lainnya, perolehan suaranya terbilang rendah.
Untuk Kabupaten Pinrang yang merupakan tetangga Kabupaten Sidrap,
perolehan suaranya mencapai 7 % atau 6.929 suara. Kabupaten En-
rekang sekitar 5 % atau 4.308 suara. Perolehan suara terendah ada pada
Kabupaten Toraja Utara sebesar 140 suara. Secara umum dapat diasum-
sikan bahwa semakin jauh dari Kabupaten Sidrap berdasarkan letak geo-
grafis, maka perolehan suara Fatmawati Rusdi Masse juga relatif semakin
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kecil. Hal ini berarti Rusdi Masse selaku aktor elit yang merupakan modal
politik bagi Fatmawati Rusdi Masse telah menggunakan modal sosial dan
modal ekonominya dalam rangka kemenangan istrinya.
Jika dianalisis lebih jauh lagi, Rusdi Masse telah memanfaatkan
jaringan aktor lainnya, baik yang sifatnya elit politik maupun non-elit politik.
Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih
mendalam lagi. Kekuasaan politik yang dimiliki oleh Rusdi Masse mampu
memanfaatkan jaringan aktor lainnya untuk memenangkan Fatmawati
Rusdi Masse selaku istrinya. Dengan demikian, hubungan antara
Fatmawati Rusdi Masse, Rusdi Masse dan jaringan aktor yang dimiliki
oleh Rusdi Masse merupakan hubungan pertukaran jaringan. Ritzer &
Goodman10 mengungkapkan bahwa teori pertukaran jaringan mengom-
binasikan teori pertukaran sosial dan analisis jaringan. Kombinasi tersebut
diasumsikan menyempurnakan kelebihan kedua teori sambil memperbaiki
kekurangannya.
Tidak disangkal lagi bahwa Rusdi Masse merupakan aktor elit
penentu dalam kemenangan mutlak Fatmawati Rusdi Masse. Jika dilirik
lagi, jenjang karir yang dilaluinya dalam politik tidak begitu signifikan.
Fatmawati yang lebih fokus ke usaha yang dirintisnya bersama suami
yang merupakan usaha ekspor impor petikemas. Latar belakang ekonomi
yang dimiliki Fatmawati membuatnya dikenal oleh masyarakat Sidrap jauh
sebelum suaminya menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sidrap.
10 George Ritzer & Duglas J. Goodman, 2008, Teori Sosiologi Modern, Edisi Kee-
nam, Kencana, Jakarta, hal. 387.
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Mulai berkenalan dengan dunia politik pasca pencalonan pertama
kali suaminya pada tahun 2008 silam. Rusdi Masse, sang suami yang
kemudian dicalonkan oleh PBR awalnya itu karena merupakan kader
partai tersebut. Pencalonan Rusdi Masse pada tahun 2008 sedikit banyak
mempengaruhi pendidikan politik yang dimiliki Fatmawati Rusdi.
Kemenangan Rusdi Masse pada periode pertama kemudian
mempengaruhi arah kehidupan Fatmawati dari seorang bussiness woman
menjadi seorang yang juga harus terjun di dunia politik.11
Modal dan kekuatan politik yang dimiliki fatmawati sangat
mendukung dalam kemenangannya menjadi seorang anggota DPR-RI, ini
dibuktikan dengan status sosialnya sebagai seorang pengusaha,dan istri
seorang bupati yang juga merangkap sebagai ketua Partai Golkar di
Kabupaten Sidrap. Dari penjelasan tersebut, penulis ingin mengangkat
sebuah judul skripsi, yaitu “Keterlibatan Aktor Dalam Kemenangan
Fatmawati Rusdi Pada Pemilu Legislatif DPR-RI Tahun 2014 Di Dapil
Sulawesi Selatan III.”
1.2 Rumusan Masalah
Penulis membatasi permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana Elit penentu dalam mendukung Fatmawati Rusdi pa-
da Pemilu Legislatif DPR-RI tahun 2014 di Dapil Sulawesi Se-
latan III?
11 Ibid. Hal. 73
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2. Bagaimana Kekuatan Jaringan Politik dalam memenangkan
Fatmawati Rusdi pada Pemilu Legislatif DPR-RI tahun 2014 di
Dapil Suawesi Selatan III?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun sesuai dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini
bertujuan antara lain:
1. Untuk menggambarkan dan manganalisis elit penentu dalam
mendukung Fatmawati Rusdi pada Pemilu Legislatif DPR-RI ta-
hun 2014 di Dapil Sulawesi Selatan.
2. Untuk menggambarkan dan menganalisis kekuatan jaringan poli-
tik dalam memenangkan Fatmawati Rusdi pada Pemilu Legislatif
2014 di Dapil Sulawesi Selatan III.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Manfaat Akademis :
a. Memberikan pemahaman terkait dengan jaringan aktor di
Sulawesi Selatan baik secara konteks maupun teoritis.
b. Memperkaya khasanah kajian ilmu politik untuk pengembangan
keilmuan, khususnya politik kontemporer.
2. Manfaat Praktis :
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat
dalam memahami peran aktor dalam kemenangan politik.
b. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana
Ilmu Politik.
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Bab II
Tinjauan Pustaka
Bab ini akan diuraikan konsep-konsep yang disesuaikan dengan
topik, judul, dan fokus penelitian. Konsep-konsep ini menjadi landasan
atau kerangka berpikir dalam pelaksanaan studi dan kajian. Konsep-
konsep yang dibahas adalah
2.1 Konsep Kekuatan Politik
Kekuatan diartikan sebagai penggunaan tekanan nonfisik dalam diri
manusia guna mempengaruhi orang lain. Menurut Hannah Arendt,
kekuatan (streght) adalah sifat atau karakter yang dimiliki setiap individu.12
Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaannya dapat
dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain, karena itu
kekuatan dapat dipengaruhi. Kekuatan yang dimiliki oleh seseorang bisa
mempengaruhi orang lain atau sekelompok orang.
Kekuasaan dan kekuatan hampir tidak dapat dibedakan karena
memiliki makna yang saling berkaitan. Kekuasaan yang dikemukakan oleh
Abraham Kaplan yaitu suatu hubungan dimana seseorang atau
sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok
lain ke arah tujuan dari pihak pertama.13 Walaupun “kekuatan” dan
“kekuasaan” sering dipakai dalam arti yang sama, namun sebagian besar
analisis menganggap kekuasaan sebagai konsepsi yang lebih luas dan
12Universitas Sumatera Utara, Kekuatan Politik dan Proses Politik, diakses dari
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16219/4/Chapter%20I.pdf, pada tanggal
4 Februari 2016 pukul 22.02 WITA
13Miriam Budiardjo, Op. Cit., Hal 60
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melihat kekuatan sebagai suatu bentuk kekuasaan yang lebih dalam
dengan berbagai aspek yang mendukungnya.
Kemampuan yang dimiliki pemimpin, maka ia dapat mempengaruhi
atau mengendalikan masyarakat sehingga masyarakat sebagai yang
diperintah memiliki keterbatasan dalam bertindak berdasarkan tujuan yang
telah ditetapkan. Kemampuan untuk mengendalikan dan mempengaruhi
orang lain sehingga ikut  terlibat dalam tindakan yang diarahkan oleh
pelaku dikonseptualisasikan sebagai kekuasaan. Dalam konteks tersebut,
hubungan kekuasaan adalah suatu produk dari hubungan-hubungan
kekuatan yang muncul dari pelaku, meliputi pelaku yang menguasai dan
yang dikuasai.
Pengertian politik adalah kata yang mempunyai banyak arti. Kata
”politik” berasal dari bahasa Yunani “polis” yang diartikan sebagai negara
kota. Hakekatnya politik adalah seni atau ilmu memerintah. Sedangkan
pengertian politik menurut Miriam Budiardjo adalah segala aktivitas yang
dilakukan dalam suatu sistem politik atau negara yang berkaitan dengan
proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu, disamping bagaimana
cara mewujudkan tujuan-tujuan tersebut.
Berdasarkan yang telah dipaparkan di atas, dengan demikian
kekuatan politik adalah kemampuan untuk membentuk, mengendalikan,
dan mempengaruhi perilaku politik orang lain serta untuk memimpin dan
membimbing perilaku mereka ke arah yang diinginkan oleh orang,
kelompok, atau lembaga yang memegang kekuasaan politik.
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Kekuatan politik merupakan aktor-aktor maupun lembaga-lembaga
yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Bakhtiar Effendi
mengemukakan bahwa kekuatan-kekuatan politik adalah segala sesuatu
yang berperan dan berpengaruh serta terlibat secara aktif didalam dunia
politik.14
Kekuatan politik saling berinteraksi dalam sebuah sistem politik.
Pada dasarnya merupakan unit-unit politik yang turut membentuk struktur
politik. Dalam perspektif behavioralisme, individu ditempatkan sebagai unit
terkecil dalam sebuah sistem politik, terutama individu-individu yang
berkedudukan sebagai pemimpin politik. Dalam sistem politik, unit-unit
politik ini yang membentuk sistem politik dapat berwujud menjadi tindakan
politik, yang berkaitan dengan proses pembuatan keputusan yang
mengikat masyarakat.15
Kekuatan politik dapat mengorganisasikan diri dalam berbagai
bentuk kekuatan politik yang lebih memungkinkan untuk berkontestasi
dengan kekuatan politik lain, baik dalam perebutan sumber ekonomi
maupun kekuasaan politik. Pengorganisasian kekuatan politik dapat
mewujud dalam civil society seperti LSM atau organisasi kemahasiswaan,
political society seperti partai politik atau birokrasi, dan economical society
seperti pemilik modal atau organisasi bisnis.
14Farchan Bulkin, Analisa Kekuatan Politik di Indonesia. (Jakarta : 1989)
15Muslim Mufti, M.Si. Kekuatan Politik di Indonesia. (Bandung: 2013)
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1. Fungsi Kekuatan Politik
Kekuatan politik adalah segala sumber daya politik yang digunakan
seseorang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan. Fungsi
kekuatan politik yaitu :
a. Mempengaruhi kebijakan mulai dari proses pembuatan sampai
jalannya kebijakan tersebut.
b. Keseimbangan kekuatan.
c. Agregator dan artikulator kepentingan.
Prof Jeffrey A Winters, pakar Ilmu Politik dari Northwestern
University Amerika Serikat menyebut bahwa kekuatan politik dipengaruhi
oleh:16
a. Kekayaan (financial)
Kekuatan politik yang bersumber dari kekayaan (financial)
adalah faktor yang paling dominan dalam pembentukan kekuatan
politik aktor.  Kekuatan finansial tentunya sangat berperan
terutama pada masa kampanye. Setiap orang yang mengikuti
pemilihan umum tentunya harus mempunyai kekuatan ini.
Sangatlah mustahil jika kekuatan ini tidak berpengaruh dalam
kampenya. Aktor-aktor politik dalam menjalankan kehidupan
perpolitikannya akan sangat baik jika ia didukung oleh pengusaha.
Tentunya dalam konteks Indonesia, hubungan antara penguasa
dan pengusaha tidak dapat dihindarkan.
16www.http://andrisoesilo.blogspot.com/2014/11/kekuatan-kekuatan-politik-
indonesia-di.html, diakses tanggal 1 Maret 2016, pukul 22.24 WITA
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Orang yang memiliki harta kekayaan yang melimpah sebagai
hasil dari kesuksesan dalam berbisnis menjadi hal yang sangat
menunjang ketika mereka terjun di dunia politik. Adapun posisi
pebisnis dalam konteks karir politik, Max Weber berpandangan
bahwa pebisnis memiliki status yang lebih tinggi daripada
akademisi. Mereka dapat menguasai keuangan atau harta
kekayaan. Karena politik butuh uang atau kekayaan, para pebisnis
dapat membiayai roda politiknya, bukan sebaliknya politik yang
membiayai aktivitas aktor politiknya.
Status sosial yang lebih tinggi, pada gilirannya pebisnis
sukses mempunyai posisi tawar (bargaining position) yang kuat.
Mereka cenderung lebih mudah dan leluasa terlibat dalam
aktivitas politik. Tentunya politik Indonesia dan arah politik yang
sedang bergulir di Indonesia sampai saat ini masih cenderung
dikendalikan oleh kekuatan finansial yang hanya dimiliki oleh
segelintir orang saja. Banyak kasus yang telah menunjukkan
bahwa kekuatan finansial masih sangat menentukan arah serta
kebijakan politik, khususnya dalam partai politik.
b. Jabatan
Kekuatan politik juga dipengaruhi oleh jabatan selain
kekuatan finansial. Jabatan dapat mempengaruhi atau
membentuk citra politik seseorang sehingga bisa mengkonstruk
pilihan masyarakat dan persepsi masyarakat. Seorang yang
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memiliki jabatan bisa saja memanfaatkan jabatan dan
kepopulerannya untuk mendapatkan kekuasaan dan hal ini
menjadi kekuatan politiknya.
Kekuasaan dapat dikatakan melekat pada jabatan. Oleh
karena itu jabatan yang dimiliki seseorang menjadi kekuatan
politiknya untuk mendapatkan kekuasaan. Misalnya pada masa
Orde Baru, jabatan yang dipegang oleh mantan Presiden
Soeharto sebagai panglima tertinggi. Dengan jabatan yang dimiliki
Presiden membuat pemusatan kekuasaan terjadi pada masa
tersebut. Selain itu, kepatuhan ABRI terhadap hierarki komando
yaitu Presiden Soeharto membuat kekuasaannya semakin kuat.
Jabatan struktural yang dimiliki oleh seseorang akan berpengaruh
terhadap dukungan-dukungan dari masyarakat.
c. Popularitas
Kekuatan politik yang dibentuk karena popularitas adalah hal
yang paling baik. Popularitas yang diciptakan dari citra-citra politik
akan bisa mengkonstruk masyarakat untuk mendukung ataupun
tidak mendukung seseorang. Popularitas dalam hal ini seperti
keturunan (ikatan keluarga), jabatan, pemimpin agama, kepala
suku atau pemerintah yang diakui. Seorang pemimpin yang
memiliki popularitas biasanya karena memiliki suatu hal yang
berasal dari dalam dirinya yaitu kharisma. Popularitas jika
disatukan dengan kharisma dan wibawa dikarenakan kharisma
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dan wibawa akan efektif jika keberadaan calon yang bersangkutan
dikenal sebagai seorang yang kharismatik dan berwibawa.
Keturunan seorang sangat berkaitan dengan popularitas.
Semakin tinggi keturunan seorang aktor atau calon, maka
semakin besar pula popularitas yang ia peroleh. Keturunan adalah
salah satu faktor pendukung kekuatan politik yang ampuh dalam
memenangkan suara jika dilihat dalam konteks Indonesia,
khususnya di daerah. Semakin  popular garis keturunan seorang
calon, maka semakin besar pula peluangnya untuk memperoleh
dukungan penuh dari masyarakat.
Keturunan merupakan salah satu faktor keturunan dalam
meraih suara dalam pemilihan-pemilihan di tingkat daerah adalah
hal yang lumrah terjadi. Secara umum masih ada pemimpin-
pemimpin di tingkat daerah yang terpilih karena faktor ini, apakah
dia dari golongan bangsawan ataukah dia terpilih sebagai penerus
kekuasaan di daeranya. Tentunya hal ini tergantung pada budaya-
budaya masyarakat di tempat tersebut, begitupun dengan faktor
kepala suku. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan pilihan
masyarakat karena masyarakat di beberapa daerah umumnya
percaya dan yakin kepada petuah atau kepala adat sehingga
pilihan mereka tergantung kepada kepala adat.
20
d. Kekuatan mobilisasi
Mobilisasi politik adalah hal yang biasa terjadi pada sistem
politik apapun. Mobilisasi adalah tindakan pengerahan massa,
baik sadar maupun tidak, untuk memperjuangkan tuntutan-
tuntutan mendesak sebuah kelompok politik (partai politik,
organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat, atau asosiasi-
asosiasi sipil tertentu). Mobilisasi tidak mengindahkan besaran
ruang pengambilan keputusan, kehadiran partisipan, dan juga
kontrol atas keputusan politik yang ada. Kandidat yang pandai
dalam menggerakkan suara massa sehingga beralih kepada
dirinya akan memperoleh kekuasaan.
Cara ini ditunjukkan juga pada masa Orde Baru, karena
jabatan mantan Presiden Soeharto sebagai panglima tertinggi di
ABRI. Militer yang pada idealnya harus bersikap profesional dan
selalu bersikap tidak memihak atau netral dalam politik, ternyata
telah dimobilisasi dan dimanipulasi oleh Soeharto untuk memihak
pada kelompok tertentu.17
e. Cara-cara kekerasan
Faktor pendukung terakhir adalah paksaan. Cara ini
dilakukan dengan menimbulkan ketakutan kepada masyarakat
sehingga mereka tunduk dan patuh kepada si pelaku. Cara-cara
ini sudah hampir tidak ditemukan di Indonesia seiring dengan
17Ibid. Hal 88
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terbukanya kesempatan dan  hak-hak kepada masyarakat dalam
memilih pilihannya.
Cara-cara ini dilakukan oleh ABRI pada masa Orde Baru.
Mereka melakukan tindakan-tindakan kekerasan demi ketertiban
dan keselamatan umum. Tindakan-tindakan ini sebagai kekuatan
hankam dan juga sebagai kekuatan politik.18
Arena kontestasi politik dan kompetisi antar kandidat, maka kandidat
yang kemungkinan memenangkan kompetisi politik tersebut manakala
memiliki modalitas yang terbangun. Modal utama yang harus dimiliki para
kandidat yang hendak mengikuti kontestasi politik, yaitu modal sosial,
modal ekonomi, dan modal politik. Kandidat yang memiliki peluang besar
terpilih manakala memiliki akumulasi lebih dari satu modal. Semakin besar
kandidat yang mampu mengakumulasi tiga modal, maka semakin
berpeluang untuk menang. Peluang terpilihnya kandidat merupakan
bagian dari proses yang kompleks. Maka tidak bisa dikatakan sebagai
hasil hanya dari satu faktor saja atau modalitas tertentu.19 Modalitas
terbagi atas tiga yaitu modal sosial, modal ekonomi, dan modal politik.
Modal-modal tersebut akan diuraikan di bawah ini.
a. Modal sosial
Modal sosial atau social capital merupakan satu terminologi
baru yang dikembangkan oleh ahli-ahli sosial yang dikembangkan.
Hal ini akan lebih efektif digunakan jika diantara ketiganya ada in-
18 Ibid. Hal 83
19Stella Maria Ignasia Pantouw. Modalitas Dalam Kontestasi Politik. (Universitas
Diponegoro     Semarang,  2012) Hal 15.
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teraksi sosial atau hubungan sosial. James Coleman mengartikan
modal sosial sebagai struktur hubungan antar individu-individu
yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru.
Menurutnya, modal sosial akan lemah apabila terjadi proses-
proses yang merusak kekerabatan seperti perpisahan atau per-
pecahan antarsesama masyarakat. Ketika hal itu terjadi, maka tid-
ak akan ada lagi interaksi sosial yang merupakan pondasi dari
modal sosial.20 Modal sosial sebagai komponen utama dalam
menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, salingpercaya dan
saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.
Konsep modal sosial menawarkan betapa pentingnya suatu
hubungan. Dengan membangun suatu hubungan satu sama lain,
dan memeliharanya agar terjalin terus. Setiap individu dapat
bekerja sama untuk memperoleh hal-hal yang tecapai sebelumnya
serta meminimalisasikan kesulitan yang besar. Modal sosial
menentukan bagaimana orang dapat bekerja sama dengan mu-
dah. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam
waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola ker-
jasama, pertukaran sosial, dan saling percaya. Termasuk nilai dan
norma yang mendasari hubungan sosial. Modal sosial merupakan
sumber daya yang dipandang sebagai investasi untuk mendapat-
kan sumber daya baru atau kekuatan sosial.
20http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30469/3/Chapter%20II.pdf
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Latar belakang sosial yang dimiliki kandidat bisa dicermati,
seperti tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohannya di dalam
masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi
dan lain sebagainya). Hal-hal tersebut merupakan modal sosial
yang harus dimiliki kandidat berkaitan dengan membangun relasi
dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga di-
peroleh karena kepercayaan. Pengaruh ketokohan dan populari-
tas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kandidat menen-
tukan pemenang pemilihan, karena untuk membangun relasi dan
kepercayaan dari masyarakat, kandidat harus memiliki pengaruh
tersebut.
b. Modal Ekonomi
Setiap kandidat dalam kontestasi politik mempersiapkan dan
menghadapi kontestasi perlu modalitas ekonomi atau dana politik
yang tidak sedikit, kerena berkaitan dengan pembiayaan yang be-
sar atau berdasarkan penggunaan dana politik itu sendiri. Modal
ekonomi memiliki makna penting sebagai penggerak dan pelumas
mesin politik yang dipakai. Di dalam musim kampanye misalnya
membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebu-
tuhan seperti mencetak poster, spanduk, membakar iklan, dan
berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekomoni dapat
menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai
yang dicalonkan.
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Modal politik dan modal ekonomi saling berkaitan dalam iklim
politik yang menekankan kepada interaksi spontan antara pemilih
dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku
calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai
Jalur pintas.
c. Modal Politik
Kandidat dalam pemilihan umum memerlukan dukungan
politik yang diusung dari partai politik (koalisi partai). Partai politik
adalah organisasi politik yang mengajukan kandidat dalam pemili-
han umum. Casey mendefinisikan modal politik sebagai
pendayagnaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki seorang
pelaku politik atau lembaga politik untuk menghasilkan tindakan
politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik
atau lembaga politik yang bersangkutan. A.Hick dan J.Misra
mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian
kekuasaan/sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat
mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik
adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa
dioperasikan atau dikontribusikan terhadap keberhasilan kontes-
tasi dalam proses politik seperti pemilihan umum.
Banyak terdapat elit-elit dalam kontestasi politik yang
menduduki jabatan politik (elit politik) maupun elit yang menduduki
jabatan-jabatan strategis (elit nonpolitik) yang mempunyai peran
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penting dan pengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di dae-
rah tersebut.
Kandidat memerlukan dukungan elit-elit politik maupun nonpolitik
tersebut yang memiliki peran yang menonjol dalam politik. Kandidat dalam
pemilihan legislatif, juga bisa didukung oleh organisasi-organisasi ke-
masyarakatan, seperti organisasi pemuda, dan sebagainya yang memiliki
pengaruh besar dalam pemilihan legislatif. Selain itu, kandidat juga harus
memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas.
2.2 Elit Penentu
Istilah Elit berasal dari kata Latin Eeligere yang berarti “memilih”.
Dalam pemakaian biasa kata itu berarti ”bagian yang menjadi pilihan” atau
“bunga” suatu bangsa, budaya, kelompok usia, dan juga orang-orang
yang menduduki posisi sosial yang tinggi. Mulanya istilah itu berarti
“bagian yang menjadi pilihan atau bunga” dari barang-barang yang
ditawarkan untuk dijual dan dengan demikian menandakan objek-objek itu
bernilai pilihan. Pada abad ke-18, penggunaan kata itu dalam bahasa
Prancis telah meluas dengan memasukkan penjelsan baru dalam bidang-
bidang lainnya. Dalam ilmu sosial, tekanan telah bergeser dari keadaan
pilihan jadi terkemuka. Arti yang paling umum ialah sekelompok orang-
orang yang memegang posisi terkemuka dipilih, seperti politik.21
Garis besar perkembangan elit Indonesia adalah dari yang bersifat
tradisional yang berorientasi kosmologis, dan berdasarkan keturunan
21Suzanne Keller, Penguasa dan Kelompok elit : Peranan Elit Penentu dalam
Masyarakat Modern, Raja Grafindo, Jakarta, 1984, hal. 3
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kepada elit modern yang berorientasi kepada negara kemakmuran,
bersasarkan pendidikan. Elit modern ini jauh lebih beraneka ragam
daripada elit tradisional.22
Secara struktural ada disebutkan tentang administratur-administratur,
pegawai-pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang profesional, dan
para intelektual, tetapi pada akhirnya perbedaan utama yang dapat dibuat
adalah antara elit fungsional dan elit politik. Yang dimaksud dengan elit
fungsional adalah pemimpin-pemimpin yang baik pada masa lalu maupun
masa sekarang mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu
negara dan masyarakat yang modern, sedangkan elit politik adalah orang-
orang (Indonesia) yang terlibat dalam aktivitas politik untuk berbagai
tujuan tapi biasanya bertalian dengan sekedar perubahan politik.
Kelompok pertama berlainan dengan yang biasa ditafsirkan, menjalankan
fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai pembawa
perubahan, sedangkan golongan ke dua lebih mempunyai arti simbolis
daripada praktis.23
Dalam masa-masa perubahan sosial yang cepat, pengaruh elit
terhadap latar belakang perubahan tersebut sangat jelas terlihat. Dalam
masa-masa stabilitas yang relatif, elit ini bersatu dengan objek-objek,
kebiasaan-kebiasaan dan selera zamannya. Aspek-aspek fungsional yang
22 Robert Van Niel, Munculnya Elite Modern Indonesia, Pustaka jaya, Jakarta,
1984, Hal. 12
23 Ibid. Hal. 12
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abadi dari peranan-peranan mereka menjadi jelas terutama selama masa-
masa transisi sosial atau kritis.24
Elit politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elit yang
memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Suzanne
Keller25 mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua
golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu
adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca
dan Pareto). Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum
elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-
hak atau imbalan. (ahlinya adalah Saint Simon, Karl Mainnheim, dan
Raymond Aron).
Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu, tidak hanya
kaum elit politik tetapi juga semua mereka yang tindakan dan usahanya
berorientasi untuk kepentingan-kepentingan masyarakat. Definisi elit yang
dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari
pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di
setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar.
Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian
diperluas kajiannya oleh dua sosiolog politik Italia, yakni Vilpredo Pareto
dan Gaetano Mosca.26
24 Suzanne Keller, 1984, Op. Cit.
25 Lihat Jayadi Nas, Konflik Elit Di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan
Politik Lokal, Hal. 33.
26 Ibid. Hal. 34
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Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh
sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam
kehidupan sosial dan politik. Kelompok kessil itu disebut dengan elit, yang
mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil
yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto
mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama,
yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam
matematika, bidang  muasik, karakter moral dan sebagainya. Pareto lebih
lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang
memerintah (governing elite) dan elit yang tiak memerintah (non governign
elit) . Kedua, lapisan rendah (non- elite) kajian tentang elit politik lebih jauh
dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elit politik. Menurut
Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat
mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada
masyarakt yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas
yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah,
biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik,
monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang
didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar,
diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.27
Pareto dan Mosca mendefinisikan elit sebagai kelas penguasa yang
secara efektif memonopoli pos-pos kunci dalam masyarakat. Definisi ini
27 Ibid.
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kemudian didukung oleh Robert Michel yang berkeyakinan bahwa ”hukum
besi oligarki” tak terelakkan. Dalam organisasi apapun, selalu ada
kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mendiktekan
kepentingannya sendiri. Sebaliknya, Lasswell berpendapat bahwa elit
sebenarnya bersifat pluralistik. Sosoknya tersebar (tidak berupa sosok
tunggal), orangnya sendiri beganti-ganti pada setiap tahapan fungsional
dalam proses pembuatan keputusan, dan perannya pun bisa naik turun
tergantung situasinya. Bagi Lasswell, situasi itu yang lebih penting, dalam
situasi peran elit tidak terlalu menonjol dan status elit bisa melekat kepada
siapa saja yang kebetuan punya peran penting28.
Pandangan  yang lebih luwes dikemukakan oleh Dwaine Marvick.
Menurutnya ada dua tradisi akademik tentang elit. Pertama, dalam tradisi
yang lebih tua, elit diperlukan sebagai sosok khusus yang menjalankan
misi historis, memenuhi kebuthan mendesak, melahirkan bakat-bakat
unggul, atau menampilkan kualitas tersendiri. Elit dipandang sebagai
kelompok pencipta tatanan yang kemudian dianut oleh semua pihak. Ke
dua, dalam tradisi yang lebih baru, elit dilihat sebagai kelompok, baik
kelompok yang menghimpun para petinggi pemerintahan atau penguasa
di berbagai sektor dan tempat. Pengertian elit dipadankan dengan
pemimpin, pembuat keputusan, atau pihak berpengaruh yang selalu
menjadi figur sentral.
28 Ibid. Hal. 35
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Lipset dan Solari menunjukkan bahwa elit adalah mereka yang
menempati posisi di dalam masyarakat di puncak struktur-struktur sosial
yang terpenting, yaitu posisi tinggi di dalam ekonomi pemerintahan, aparat
kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan.
Pernyataan seiring dikemukakan oleh Czudnowski bahwa elit adalah
mereka yang mengatur segala sesuatunya, atau aktor-aktor kunci yang
memainkan peran utama yang fungsional dan terstruktur dalam berbagai
lingkup institusional, keagamaan,  militer, akademis, industri, komunikasi
dan sebagainya.29
Field dan Higley menyederhanakan dengan mengemukakan bahwa
elit adalah orang-orang yang memiliki posisi kunci, yang secara awam
dipandang sebagai sebuah kelompok. Merekalah yang membuat
kebijakan umum, yang satu sama lain melakukan koordinasi untuk
menonjolkan perannya. Menurut Marvick, meskipun elit sering dipandang
sebagai satu kelompok yang terpadu, tetapi sesungguhnya di antara
anggota-anggota elit itu sendiri, apa lagi dengan elit yang lain sering
bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan
kepentingan antar elit  itu kerap kali terjadi dalam perebutan kekuasaan
atau sirkulasi elit.
Berdasarkan pandangan berbagai ahli, Robert D. Putnam
menyatakan bahwa secara umum ilmuwan sosial membagi dalam tiga
29 Ibid. Hal. 36
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sudut pandang.30 Pertama, sudut pandang struktur atau posisi.
Pandangan ini lebih menekankan bahwa kedudukan elit yang berada
pada lapisan atas struktur masyarakatlah yang menyebabkan mereka
akan memegang peranan penting dalam aktivitas masyarakat. Kedudukan
tersebut dapat dicapai melalui usaha yang tinggi atau kedudukan sosial
yang melekat, misalnya keturunan atau kasta.
Schrool31 menyatakan bahwa elit menjadi golongan utama dalam
masyarakat yang didasarkan pada posisi mereka yang tinggi dalam
struktur masyarakat. Posisi yang tinggi tersebut terdapat pada puncak
struktur masyarakat, yaitu posisi tinggi dalam bidang ekonomi,
pemerintahan, kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan
bebas.
Ke dua sudut pandang kelembagaan. Pandangan ini didasarkan
pada suatu lembaga yang dapat menjadi pendukung bagi elit terhadap
peranannya dalam masyarakat. C. Wright Mills32 menyatakan bahwa
untuk bisa memiliki kemasyhuran, kekayaan, dan kekuasaan, orang harus
bisa masuk ke dalam lembaga-lembaga besar, karena posisi
kelembagaan yang didudukinya menentukan sebagian besar kesempatan-
kesempatannya untuk memilki dan menguasai pengalaman-
pengalamannya yang bernialai itu.
Ketiga, sudut pandang kekuasaan. Bila kekuasaan politik
didefinisikan dalam arti pengaruh atas kegiatan pemerintah, bisa diketahui
30 Ibid. Hal. 37
31 Ibid
32 Ibid Hal. 39
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elit mana yang memiliki kekuasaan dengan mempelajari proses
pembuatan keputusan tertentu, terutama dengan memperhatikan siapa
yang berhasil mengajukan inisiatif atau menentang  usul suatu keputusan.
Pandangan ilmuwan sosial di atas menunjukkan bahwa elit memiliki
pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Pengaruh yang
memiliki/bersumber dari penghargaan masyarakat terhadap kelebihan elit
yang dikatakan sebagai sumber kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo,
sumber-sumber kekuasaan itu bisa berupa keududukan, status kekayaan,
kepercayaan, agama, kekerabatan, kepandaian dan keterampilan.
Pendapat senda juga diungkapkan oleh Charles F. Andrain33 yang
meneybutnya sebagai  sumber daya kekuasaan, yakni : sumber daya fisik,
ekonomi, normatif, personal dan keahlian.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, elit politik lokal dapat dilihat dalam
3 kategori, pertama, kategori elit berdasarkan pelapisan sosial, ke dua
kategori elit berdasarkan kegiatan fungsional, ketiga, elit berdasarkan
kharisma. Dalam tradisi lontara, pelapisan itu sosial masyarakat Bugis
Makassar terbagi atas 3 kellompok sosial, pertama, raja dan kerabat raja
yang dikenal dengan kelompok bangsawan atau aristokrat. Ke dua
kelompok manusia merdeka dan ketiga, kelompok hamba34.
2.3 Teori Jaringan Aktor
Aktor berasal dari kata kerja bahasa Latin agree, yang berarti “ber-
buat, melakukan, pencipta, pengarang. Aktor mempunyai arti lebih luas
33 Ibid. 38
34 Ibid. Hal 39
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yaitu pembuat atau pelaku. Aktor politik diartikan sebagai pelaku yang
mempunyai kekuasaan di dalam sistem politik. Berbicara mengenai politik
tentunya tidak bisa terlepas dari para aktor.  Aktor ini diartikan sebagai
pemegang posisi penting.
Aktor berkaitan dengan seberapa kekuasaan seseorang ber-
pengaruh pada pembuatan kebijakan pemerintah. Setiap masyarakat di-
pertah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas
yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik
yang penuh.
Aktor mencakup individu pemegang kekuasaan dalam suatu
bangunan politik. Aktor mencapai kedudukan dominan dalam sistem poli-
tik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan,
dan kehormatan. Aktor adalah masyarakat yang dianggap sebagai suatu
piramida dimana yang duduk di puncaknya adalah aktor. Kelompok aktor
adalah fenomena yang abadi yang akan selalu lahir dan tidak mungkin
tidak ada dalam suatu masyarakat.
Partisipan dalam pertukaran disebut aktor. Aktor dapat berupa
pribadi individu (Individual persons) atau kelompok perusahaan (corporate
groups)35 dan entitas spesifik lain. Kekayaan atau kecakapan perilaku
yang dimiliki seorang aktor dan dihargai oleh aktor-aktor lain disebut
sumber daya dalam relasi aktor tersebut dengan aktor-aktor lainnya.
Sumber daya pertukaran sosial tidak hanya meliputi barang yang dapat
35 Aktor korporat lebih kompleks daripada aktor individu dan berbeda dalam
banyak hal, keduanya diasumsikan sama secara analitis hanya jika kelompok bertindak
sebagai satu unit tunggal dalam pertukaran dengan kelompok atau individu lain
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diraba dan jasa, tetapi kapasitas untuk menyediakan  hasil-hasil yang
dinilai secara sosial seperti persetujuan  atau status.36
Relasi pertukaran berkembang menurut struktur ketergantungan
timbal balik, yang bentuknya ada beberapa ada beberapa macam:
pertukaran langsung (direct exchange), pertukaran umum (generalized
exchange), pertukaran produktif (productive exchange).37 Dalam relasi
pertukaran langsung antara dua aktor, hasil tiap aktor bergantung secara
langsung terhadap perilaku aktor aktor yang satu lagi, maksudnya A
memberikan nilai kepada B, dan B memberikan nilai kepada A (gambar 1).
Diadik Jaringan
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Gambar 2.1. Pertukaran Langsung
Pertukaran umum diantara tiga aktor atau lebih, ketergantungan
timbal balik bersifat tidak langsung, manfaat yang diterima B dari A tidak
secara langsung dikembalikan lewat pemberian B ke A, namun dengan
cara tidak langsung lewat pemberian B ke aktor lain didalam jaringan.
Akhirnya A menerima  pengembalian dari pertukaran  yang telah
dilakukannya dari aktor  terpilih  didalam sistem  tetapi bukan dari B
(gambar 2).
36 George Ritzer & Barry Smart. Handbook Teori Sosial. (Bandung: 2011. Hal 516
37 Ibid. hal 517
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Gambar 2.2. Pertukaran (tidak Langsung) umum
Pertukaran produktif, kedua aktor didalam relasi sama-sama harus
melakukan pemberian kepada kepada yang lain agar dapat memperoleh
manfaat (gambar 3).
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Gambar 2.3. Pertukaran Produktif
Proses pertukaran menggambarkan terjadinya interaksi didalam
struktur pertukaran. Kesempatan pertukaran memberikan aktor peluang
untuk menginisiasi pertukaran ketika inisiasi terbalas, pertukaran timbal
balik antara manfaat yang dihasilkan disebut transaksi. Serangkaian
transaksi terus menerus diantara aktor-aktor yang sama merupakan relasi
pertukaran. Transaksi dalam relasi pertukaran langsung mengambil dua
bentuk; negosiasi dan timbal-balik. Transaksi negosiasi, para aktor terlibat
proses keputusan bersama sepeti tawar menawar eksplisit guna
mencapai mufakat tentang syarat-syarat pertukaran tersebut. Kedua pihak
dalam pertukaran mencapai mufakat pada waktu yang sama dan manfaat
kedua mitra tersebut merupakan suatu transaksi. Transaksi timbal-balik,
kontribusi para aktor kepada petukaran dilakukan secara terpisah tanpa
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negosiasi. Para aktor menginisiasi pertukaran tanpa mengetahui aktor lain
akan memberikan balasan.38
Penulis menggunakan jaringan aktor dikarenakan dalam sistem
politik dan pemilihan umum selalu terjadi konstruksi relasi hubungan
kekuasaan antar aktor. Relasi hubungan kekuasaan inilah yang nantinya
penulis akan menganalisis pengaruh aktor sehingga Fatmawati Rusdi
terpilih menjadi anggota DPR RI pada Pemilu legislatif 2014 di Kabupaten
Sidrap.
2.4 Kerangka Pemikiran
Konteks pemilihan anggota DPR-RI di Dapil Sulawesi Selatan III pa-
da tahun 2014 menggambarkan adanya keterlibatan aktor dan politik
kekerabatan yang terjadi, terkhusus Fatmawati Rusdi.
Kekuatan politik merupakan aktor-aktor maupun lembaga-lembaga
yang memainkan peranan dalam kehidupan politik yang bertujuan untuk
mempengaruhi proses pengambilan keputusan sepeti partai politik.
Kekuatan politik juga dapat diartikan sebagai sumber daya politik yang
digunakan seseorang untuk memperoleh dan mendapatkan kekuasaan.
Fatmawati Ruusdi selain memerlukan dukungan partai, juga memer-
lukan dukungan elit politik dan elit tersebut memiliki peran yang menonjol
dalam politik dan bidang lain  serta memiliki pengaruh besar dalam
masyarakat.
38 Ibid. Hal 158
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Fatmawati Rusdi yang disokong oleh PPP, namun perolehan
suaranya sangat membludak di Kabupaten Sidrap. Kondisi ini memba-
wanya sebagai satu-satunya kandidat DPR RI dari PPP untuk Dapil Sula-
wesi Selatan III yang mendapatkan kursi. Sebagaimana yang telah
diketahui, suami dari Fatmawati Rusdi adalah Rusdi Masse yang tidak lain
adalah Bupati Kabupaten Sidrap di periode keduanya. Di sisi lain, Rusdi
Masse sendiri merupakan kader Partai Golkar yang idealnya harusnya
berpihak pada kandidat yang berasal dari Partai Golkar sendiri, namun
hasil perolehan suara menunjukkan tidak demikian.
Walaupun istrinya disokong oleh PPP, namun hal ini bukan halangan
untuk memenangkannya. Pada sisi ini, dapat dinilai bahwa kemenangan
Fatmawati Rusdi melalui PPP berarti bahwa Rusdi Masse selaku suamin-
ya telah berhasil menunjukkan kekuatan elit politiknya.
Tujuan penelitian adalah menggambarkan dan manganalisis elit
penentu dalam mendukung Fatmawati Rusdi pada Pemilu Legislatif DPR-
RI tahun 2014 di Dapil Sulawesi Selatan, serta menggambarkan dan
menganalisis kekuatan jaringan politik dalam memenangkan Fatmawati
Rusdi pada Pemilu Legislatif 2014 di Dapil Sulawesi Selatan III.
Penulis menganalisis permasalahan penelitian dengan
menggunakan kekuatan politik yang terdiri dari Elit Penentu dan jaringan
aktor yang berasal dari elit penentu kemudian membangun sebuah relasi
pertukaran politik. jaringan aktor dapat berupa, jaringan birokrasi, jaringan
partai politik dan jaringan keluarga. Elit penentu dan jaringan aktor inilah
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yang akan digunakan untuk menganalisis sehingga Fatmawati Rusdi
terpilih sebagai Anggota DPR RI Periode 2014-2019 dari Dapil Sulsel III.
2.5 Skema Pikir
Elit Penentu
Rusdi Masse
sebagai elit penentu
Kekuatan Politik
Jaringan Aktor
 Jaringan Birokrasi
 Jaringan Partai Politik
 Jaringan Keluarga
Fatmawati Rusdi
Terpilih sebagai Anggota DPR RI
Periode 2014-2019 Dapil Sulsel III
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Bab III
Metode Penelitian
Bab ini membahas lima aspek, yaitu: Lokasi Penelitian, Dasar dan
Tipe Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Informan Penelitian dan
Teknik Analisis Data. Kelima hal tersebut akan diuraikan lebih lanjut.
3.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penenlitian dilakukan di Dapil Sulawesi Selatan IIII, Namun
untuk memfokuskan penelitian yang akan dilakukan maka lokasi penelitian
dikhususkan di 4 kabupaten kota yaitu Kabupaten Sidrap, Pinrang, Luwu
Timur dan Toraja Utara yang masuk dalam dapil Sulsel III. Penulis
memfokuskan Kabupaten Sidrap dan Pinrang karena Sidrap merupakan
daerah yang dipimpin oleh suami Fatmawati Rusdi yang merupakan Elit
Penentu dibalik kemanangannya dalam mendapatkan suara yang cukup
signifikan pada pemilu legislatif 2014 di dapil Sulsel III dan Pinrang
merupakan daerah menjadi basis suara kedua Fatmawati Rusdi.
Tujuannya untuk mendapatkan data akurat dan menganalisis Jaringan
aktor tersebut.
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian
Penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis. Alasan
menggunakan deskriptif analisis agar penelitian diarahkan untuk
menggambarkan fakta dengan argument yang tepat. Penelitian
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu
gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat
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penelitian dilakukan. Tujuan penelitian deksriptif adalah untuk membuat
penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta.
Namun secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.
Namun demikian, dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang
situasi atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif
juga dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui
hubungan atas satu variabel kepada variabel lain.
Dasar penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif. Riset kualitatif menganalisis perilaku dan sikap politik
yang tidak dapat atau tidak di anjurkan untuk di kuantifikasikan. Penelitian
kualitatif cenderung fokus pada usaha mengeksplorasikan sedetail
mungkin sejumlah contoh atau peristiwa yang dipandang menarik dan
mencerahkan, dengan tujuan untuk mendapatkan pamahaman yang
mendalam. Karena itu pada umumnya diakui bahwa penelitian dengan
kualitatif memberikan kesempatan ekspresi dan penjelasan yang lebih
besar39.
Pendekatan yang digunakan adalah fenomenologi. Fenomenologi
menekankan pada aspek subjektif, artinya mereka berusaha untuk masuk
ke dunia konseptual dari objek yang ditelitinya, sehingga peneliti mengerti
tentang apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkannya di
sekitar peristiwa atau objek penelitian dalam kehidupan sehari-hari. Para
fenomenolog percaya bahwa pada objek penelitian natural dan
39 Lisa Harison, Metodologi Penelitian Politik, (Jakarta: 2009), Hal 86
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kepustakaan memiliki sifat ganda artinya memiliki berbagai cara untuk
menginterpretasikan pengalaman dan makna melalui interaksi dengan
orang lain, dan pengalaman manusialah yang membentuk kenyataan.40
Penelitian kualitatif yang berorientasi fenomenologis, memberikan tekanan
pada segi subjek, tetapi tidak perlu menolak kenyataan adanya ‘sesuatu
nilai di tempat lain’, artinya mereka tidak perlu mendesak atau
bertentangan dengan sesuatu yang terkandung dalam nilai pada objek
penelitian.
3.3 Sumber Data
Penulis membutuhkan data utama untuk membuktikan fakta
dilapangan. Data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah penelitian
dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan observasi
langsung. Penulis akan turun langsung ke daerah penelitian untuk
mengumpulkan data dalam berbagai bentuk, seperti rekaman hasil
wawancara dan foto kegiatan di lapangan. Penulis berharap dari proses
wawancara akan mendapatkan data-data seperti, stategi pemenangan Hj.
Fatmawati Rusdi dan pengaruh aktor sehingga Hj. Fatmawati Rusdi
terpilih sebagai anggota Legislatif DPR RI Periode 2014-2019. Penulis
juga melakukan telaah pustaka, yaitu mengumpulkan data dari penelitian
sebelumnya berupa buku, jurnal, koran, mengenai peran, fungsi, serta
keterwakilan perempuan di parlemen dalam penyelenggara otonomi
40 Kaelan, Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat, (Yogyakarta: 2005), Hal,
29.
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daerah serta sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah
penelitian ini.
3.4 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian
ini yaitu:
1. Wawancara Mendalam
Penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara.
Wawancara merupakan alat re-cheking atau pembuktian terhadap
informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik
wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah
wawancara mendalam. Proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.
Proses pengumpulan data dengan wawancara mendalam penulis
membaginya menjadi dua tahap, yakni:
a. Penulis membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan
demensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang
dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-
pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam
wawancara.
b. Penulis memindahkan hasil rekaman berdasarkan wawancara
dalam bentuk tertulis. Selanjutnya penulis akan melakukan
analisis data dan interprestasi data sesuai dengan langkah-
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langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di
akhir bab ini. Informan yang dipilih adalah informan yang benar
paham dan mengetahui permasalahan yang dimaksud. Komponen
Informan yang penulis wawancarai terdiri dari:
1. Sudirman Bungi, S.IP, M.Si (Ketua tim pemenangan Fatmawati
Rusdi dan menduduki jabatan birokrasi sebagai Kepala Dinas
Bapeda Kabupaten Sidrap).
2. Arlin Ariesta, S.IP, M.Si (Kordinator tim daerah Tana Toraja dan
Toraja Utara, Juga menduduki jabatan sebagai Camat
Maritenggae di Kabupaten Sidrap).
3. H. Saharuddin Alrif, S.IP (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan dari Fraksi NASDEM).
4. Andi Sugiarno Bahri, SE (Anggota DPRD Kabupaten Sidrap dari
Fraksi GOLKAR).
2. Arsip / Dokumen
Dokumen berguna karena dapat memberikan latar belakang
yang lebih luas mengenai pokok penelitian. Dokumen dan arsip
mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan fokus penelitian
merupakan salah satu sumber data yang paling penting dalam
penelitian. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen tertulis,
gambar/foto.
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3.5 Teknik Analisis Data
Analisis data proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke
dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan
tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh
data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini ialah mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan.
Pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut bertujuan
menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi te-
ori substantif.
Akhirnya perlu dikemukakan bahwa analisis data itu dilakukan dalam
suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak
pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif, yaitu sudah
meninggalkan lapangan. Pekerjaan menganalisis data memerlukan usaha
pemusatan perhatian dan pengerahan tenaga, pikiran penulis. Selain
menganalisis data, peneliti juga perlu mendalami kepustakaan guna
mengkonfirmasikan teori atau untuk menjastifikasikan adanya teori baru
yang mungkin ditemukan. Penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-
tahapan yang perlu dilakukan:41
1. Mengorganisasikan data
Penulis mendapatkan data langsung dari subjek melalui wa-
wancara mendalam (indepth interview), dimana data tersebut
direkam dengan alat perekam dibantu alat tulis lainya. Kemudian
41Marshall and Rossman, Designing Qualitatitative Research. (London: 2007)
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dibuatkan transkipnya dengan mengubah hasil wawancara dari ben-
tuk rekaman menjadi bentuk tertulis secara verbatim. Data yang te-
lah didapat dibaca berulang-ulang agar penulis mengerti benar data
atau hasil yang telah di dapatkan.
2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban
Pada tahap ini dibutuhkan pengertian yang mendalam terhadap
data, perhatian yang penuh dan keterbukaan terhadap hal-hal yang
muncul di luar apa yang ingin digali. Berdasarkan kerangka teori dan
pedoman wawancara, penulis akan menyusun sebuah kerangka
awal analisa sebagai acuan dan pedoman dalam melakukan coding.
Penulis kemudian kembali membaca transkip wawancara dan
melakukan coding, melakukan pemilihan data yang relevan dengan
pokok pembicaraan data yang relevan diberi kode dan penjelasan
singkat, kemudian dikelompokan atau dikategorikan berdasarkan
kerangka analisis yang telah dibuat. Penulis  menganalisis hasil wa-
wancara berdasarkan pemahaman terhadap hal-hal diungkapkan
oleh informan. Data yang telah dikelompokan tersebut oleh penulis
dicoba untuk dipahami secara utuh dan ditemukan tema-tema pent-
ing serta kata kuncinya. Sehingga penulis dapat menangkap pen-
galaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada subjek.
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3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data
Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, penulis
akan menguji data tersebut terhadap asumsi yang dikembangkan
dalam penelitian. Pada tahap ini kategori yang telah didapat melalui
analisis ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang telah di-
jabarkan dalam bab II, sehingga dapat dicocokan apakah ada
kesamaas antara landasan teoritis dengan hasil yang dicapai.
Landasa teori dapat dibuat asumsi-asumsi mengenai hubungan
antara konsep-konsep.
4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data
Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi
terwujud, penulis masuk ke dalam tahap penejelasan. Berdasarkan
kesimpulan yang telah didapat dari kaitanya tersebut, penulis merasa
perlu mencari suatau alternatif penjelasan lain tentang kesimpulan
yang telah didapat. Sebab dalam penelitian kualitatif memang selalu
ada alternatif penjelasan yang lain. Dari hasil analisis, ada kemung-
kinan terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak ter-
pikir sebelumnya. Pada tahap ini akan dijelaskan dengan alternatife
lain melalui referensi atau teori-teori lain. Alternatif ini akan sangat
berguna pada bagian pembahasan, kesimpulan dan saran.
5. Menulis Hasil Penelitian
Penulisan data subjek yang telah berhasil dikumpulkan meru-
pakan suatu hal yang membantu penulis unntuk memeriksa kembali
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apakah kesimpulan yang dibuat telah selesai. Penulisan yang dipa-
kaiadalah presentase data yang didapat yaitu, penulisan data-data
hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam dan observasi
dengan subjek dan significant other. Proses dimulai dari data-data
yang diperoleh dari subjek dan significant other, dibaca berulang kali
sehinggga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian di-
analisis, sehingga didapat gambaran mengenai penghayatan pen-
galaman dari subjek. Selanjutnya dilakukan interprestasi secara
keseluruhan, dimana di dalamnya mencakup keseluruhan kes-
impulan dari hasil penelitian.
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Bab IV
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Bab ini menguraikan tentang kondisi politik di Provinsi Sulawesi
Selatan khusunya dapil sulawesi selatan III sebagai lokasi studi penelitian.
Uraian kondisi politik ini diharapkan bisa menjelaskan mengenai kondisi
jaringan aktor yang ada dalam lingkup dapil Sulawesi Selatan III.
4.1 Gambaran Daerah Pemilihan Sulsel III
Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dibagi menjadi tiga dapil untuk
pemilihan anggota DPR RI. Pembagian daerah pemilihan di Suawesi
selatan menjadi tiga daerah pemilihan berdasarkan jumlah penduduk
9.368.107 jiwa dengan alokasi 24 kursi. Dapil 3 atau Sulawesi selatan III
meliputi 9 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Sidrap, Enrekang, Luwu, Luwu
Utara, Luwu Timur, Tana Toraja, Toraja Utara, Pinrang, dan Kota Palopo.
Namun dengan pertimbangan waktu, tenaga dan pendanaan maka tidak
semua kabupaten/kota yang berada di lingkup Dapil Sulsel III dipilih
sebagai arena penelitian.
Penelitian ini hanya memilih 4 kabupaten/kota yakni Kabupaten
Sidrap, Pinrang, Toraja Utara, dan Luwu Timur. Penelitian ini lebih banyak
dilakukan di kabupaten Sidrap dengan pertimbangan kordinator tim
berpusat di Sidrap dan proses sosialisasi kandidat lebih fokus pada 3
kabupaten terdekat yaitu Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Enrekang.
Adapun 4 kabupaten yang dipilih untuk menjadi objek penelitian yaitu
Kabupaten Sidrap, Pinrang, Toraja Utara dan Luwu Timur dengan ber-
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dasarkan daerah yang terdekat dan terjauh dari kabupaten Sidrap.
Gambaran umum yang dimaksud pada penelitian ini mencakup
kependudukan, jumlah DPT dan DPK, jumlah pengguna hak suara serta
jumlah perolehan suara PPP di dapil Sulawesi Selatan III.
1. Kabupaten Sidrap
a. Kependudukan
Tahun 2012 kenaikan sebesar 1817 jiwa, dari 250.666 jiwa menjadi
252.483 jiwa. Pada tahun 2013 terjadi kenaikan paling besar untuk lima
tahun terakhir yaitu sebesar 19.428 jiwa, dari 252.483 menjadi 271.911
jiwa. Pada tahun 2014 terjadi kenaikan 2741 jiwa menjadi 274.652 jiwa
dan pada tahun 2015 terjadi kenaikan menjadi 277.451 jiwa atau terdapat
kenaikan 2799 jiwa. Mengamati perkembangan jumlah penduduk terdapat
hal menarik yaitu angka peningkatan jumlah penduduk yang kurang lebih
konstan diangka 2700 jiwa tiap tahunnya selama tiga tahun terakhir. Beri-
kut tabel peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Sidrap.
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Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2008-2012
No. Kecamatan 2011 2012 2013 2014 2015
1. Panca Lautang 16.948 17.071 17.241 17.339 17.442
2. Tellu Limpoe 21.356 21.511 22.728 22.871 23.089
3. Watang Pulu 25.772 25.959 30.128 30.528 30.947
4. Baranti 26.378 26.569 28.068 28.369 28.522
5. Panca Rijang 25.077 25.258 27.068 27.332 27.613
6. Kulo 10.583 10.660 11.345 11.462 11.586
7. Maritengngae 40.473 40.767 46.139 46.643 47.203
8. Watang Sidenreng 15.616 15.729 17.015 17.203 17.395
9. Pitu Riawa 24.038 24.212 27.272 27.549 25.473
10. Dua Pitue 26.151 26.340 24.980 25.213 27.865
11. Pitu Riase 18.274 18.407 19.873 20.089 20.316
Total 250.666 252.483 271.911 274.652 277.451
Sumber Data:BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2016
Tabel 4.1 menunjukkan terjadi peningkatan penduduk Kabupaten
Sidrap selama lima tahun terakhir. Bahkan 11 kecamatan di Kabupaten
Sidrap juga mengalami peningkatan jumlah penduduk dari tahun 2011
sampai tahun 2015.Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan
Maritengngae yang merupakan “pusat kota” Kabupaten Sidrap, se-
dangkan penduduk terendah berada di Kecamatan Kulo.
b. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Ta-
hun 2014
Pemilih yang memiliki hak suara, namun tidak masuk dalam Daftar
Pemilih Tetap (DPT) akan masuk dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).
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Adapun jumlah DPT dan DPK Kabupaten Sidrap pada Pemilu Legislatif
Tahun 2014 sebagai berikut.
Tabel 4.2. Jumlah Pemilih DPT dan DPK Kabupaten Sidrap Tahun
2014
Kecamatan
Rekapitulasi DPT
Rekapitulasi
DPK DPT +
DPKJml.
TPS
Jumlah Pemilih Jumlah Pemilih
L P Jml. L P Jml.
Baranti 65 11.276 12.156 23.432 35 36 71 23.503
Dua Pitue 66 11.104 12.013 23.027 60 52 112 23.139
Kulo 27 4.710 4.930 9.640 19 24 43 9.683
Maritenggae 117 18.364 20.053 38.417 84 99 183 38.600
Panca lautang 43 6.760 7.483 14.243 39 50 89 14.332
Panca Rijang 62 10.886 12.011 22.897 31 25 56 22.953
Pitu Riase 52 8.414 8.339 16.753 91 57 148 16.901
Pitu Riawa 63 10.147 10.561 20.708 23 16 39 20.747
Tellu Limpoe 48 8.812 9.918 18.730 38 39 77 18.807
Watang Pulu 67 11.136 11.817 22.953 19 21 40 22.993
Wt. Sidenreng 40 6.846 7.263 14.109 25 20 45 14.154
Total 650 108.365 116.544 224.909 464 439 903 225.812
Sumber: www.kpu.go.id, Tahun 2014.
Berdasarkan tabel tersebut, jumlah keseluruhan daftar pemilih (DPT
+ DPK) Kabupaten Sidrap pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 sebanyak
225.812 suara. Kecamatan Maritengngae sebagai kecamatan yang mem-
iliki jumlah penduduk terbanyak tentu memiliki DPT + DPK yang terban-
yak. Dapat juga dilihat bahwa pada umumnya jumlah DPT perempuan
lebih banyak dibandingkan jumlah DPT laki-laki hampir di semua kecama-
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tan, sementara untuk DPK, jumlah laki-laki cenderung lebih banyak jika
dbandingkan perempuan namun perbedaannya tidak terlalu tajam.
2. Kabupaten Pinrang
a. Letak Geografis
Kabupaten Pinrang mempunyai luas wilayah 1.967 km persegi,
memiliki daerah administratif 12 kecamatan dan terdiri 39 Kelurahan dan
69 Desa yang meliputi 98 Lingkungan dan 189 Dusun.Adapun batas
wilayah Kabupaten Pinrang sebagai berikut :
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan
Sidrap.
 Sebelah Barat dengan Selat Makassar serta Kabupaten Polewali
Mandar.
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Parepare.
b. Kependudukan
Secara keseluruhan jumlah penduduk yang berjenis kelamin
perempuan lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin laki-
iaki. Hal ini tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari
100 yakni hanya 92,00 persen saja.
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Tabel 4.3. Daftar Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga di Kabu-
paten Pinrang Tahun 2015
No. KECAMTAN
JUM.
DESA/
KEL
JUMLAH PENDUDUK
TOTAL
JUMLAH
KKLaki-laki Perempuan
1. LEMBANG 14 21.294 22.386 43.680 14.104
2. DUAMPANUA 14 23.771 25.110 48.881 16.369
3. BATU LAPPA 5 5,739 5.869 11.608 3.649
4. WATTANG SAWITTO 8 25.932 27.482 53.414 18.460
5. PALETEANG 6 19.868 20.624 40.492 13.969
6. TIROANG 5 13.308 13.361 26.669 8.242
7. PATAMPANUA 10 17.156 18.372 35.528 11.922
8. CEMPA 7 8.978 9.516 18.494 6.211
9. MATTIRO SOMPE 9 15.035 16.046 31.081 10.535
10. MATTIRO BULU 9 14.164 15.259 29.423 9.958
11. SUPPA 10 15.240 16.319 31.559 10.686
12. LASINRANG 7 9.330 10.018 19.318 6.649
TOTAL 104 189.785 200.362 390.147 130.572
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Pinrang 2015.
Penduduk Kabupaten pinrang berdasarkan data Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Pinrang berjumlah 367.340 jiwa atau sekitar 3,1
% Luas Wilayah Daratan Sulawesi Selatan yang tersebar di 12
kecamatan, dengan kepadata Penduduk adalah 170 Jiwa per-Km2 yang
terdiri dari:
 Laki-laki = 189.785 jiwa.
Perempuan = 200.362 jiwa.
 Jumlah kepala keluarga = 130.147 jiwa.
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c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Ta-
hun 2014
Adapun jumlah DPT dan DPK Kabupaten Pinrang pada Pemilu Leg-
islatif Tahun 2014 sebagai berikut.
Tabel 4.4 Jumlah Pemilih DPT dan DPK Kabupaten Pinrang Tahun
2014
Kecamatan
Rekapitulasi DPT
Rekapitulasi
DPK DPT +
DPKJml.
TPS
Jumlah Pemilih Jumlah Pemilih
L P Total L P Total
Lembang 96 17.107 17.240 34.347 189 135 324 34.671
Duampanua 90 16.396 17.700 34.096 24 25 49 34.145
Batu lappa 23 3.698 3.719 7.417 44 42 86 7.503
Wattang
sawitto
99 19.325 21.127 40.452 8 13 21 40.473
Paleteang 72 12.713 13.686 26.399 316 278 594 26.993
Tiroang 39 7.339 7.772 15.111 44 54 98 15.209
Patampanua 65 10.893 12.302 23.195 43 52 95 23.290
Cempa 31 5.820 6.411 12.261 43 49 92 12.353
Mattiro
sompe
66 11.086 11.896 22.982 59 51 110 23.092
Mattiro bulu 54 10.111 11.119 21.230 37 54 91 21.321
Suppa 59 10.299 11.402 21.701 120 94 214 21.915
Lasinrang 39 6.434 7.122 13.556 51 49 100 12.353
TOTAL 733 131.221 141.526 272.747 978 896 1.874 274.621
Sumber: www.kpu.go.id, Tahun 2014.
Berdasarkan Tabel 4.4 tersebut menggambarkan bahwa jumlah
Tempat Pemungutan Suara (TPS) tiap kecamatan berbeda-beda. Hal ini
sesuai dengan jumlah daftar pemilih (DPT+DPK).Semakin banyak daftar
55
pemilih, maka semakin banyak pula jumlah TPS. Total daftar pemilih (DPT
+ DPK) Kabupaten Pinrang lebih banyak jika dibandingkan Kabupaten
Sidrap.
3. Kabupaten Luwu Timur
a. Kependudukan
Penduduk merupakan aspek penting dalam berbagai indicator pem-
bangunan karena selain sebagai subjek juga sebagai objek dalam menen-
tukan keberhasilan pembangunan. Perkembangan jumlah penduduk Ka-
bupaten Luwu Timur berdasarkan umur dan peran masyarakat dalam
mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Di bidang kependudukan,
BPS Luwu Timur melansir hasil pendataan survey sosial ekonomi nasional
(SUSENAS), laju pertumbuhan 1.01 persen pertahunnya. adapun jumlah
penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin dapat dilihat pada
tabel berikut.
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Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015
No. Kecamatan
Penduduk
Jumlah
Laki-laki Perempuan
1. Burau 17.242 16.808 34.050
2. Wotu 14.922 15.030 29.952
3. Tomoni 11.957 11.406 23.363
4. Tomoni Timur 6.415 6.184 12.599
5. Angkona 12.717 12.095 24.812
6. Malili 19.706 17.950 37.656
7 Towoti 16.686 14.739 31.425
.8. Nuha 12.447 10.982 23.429
9. Wasuponda 10.817 9.464 20.281
10. Mangkutana 10.632 10.427 21.059
11. Kalena 5.549 5.559 11.108
Jumlah 139.090 130.644 269.734
Sumber: BPS Kab. Luwu Timur, 2015.
Kepadadatan penduduk di Luwu Timur masih relatif kecil dengan ra-
ta-rata di setiap kilometer persegi wilayahnya terdapat 35 jiwa penduduk.
Rasio ketergantungan penduduk Luwu Timur tahun 2011 sebesar 62,22
yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) me-
nanggung sekitar 62 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 ta-
hun ke atas).
b. DPT dan DPK Tahun 2014
Adapun jumlah DPT dan DPK Kabupaten Luwu Timur pada Pemilu
Legislatif Tahun 2014 sebagai berikut.
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Tabel 4.6 Jumlah Pemilih DPT dan DPK Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2014
Kecamatan
Rekapitulasi DPT RekapitulasiDPK DPT +
DPKJml.
TPS
Jumlah Pemilih Jumlah Pemilih
L P Total L P Total
Burau 78 12.330 12.007 24.407 49 38 87 24.494
Wotu 66 11.175 11.163 22.338 57 67 124 22.462
Tomoni 49 8.832 8.508 17.340 36 53 89 17.429
Tomoni Timur 33 4.472 4.402 8.874 24 28 52 8.926
Angkona 49 8.490 8.130 16.620 52 58 110 16.730
Malili 74 13.156 12.398 25.554 95 80 175 25.729
Towoti 61 11.680 10.315 21.995 116 102 218 22.213
Nuha 45 6.887 6.181 13.068 31 20 51 13.119
Wasuponda 51 7.397 6.388 13.785 59 42 101 13.886
Mangkutana 52 7.915 7.572 15.487 27 21 48 15.535
Kalena 24 3.971 4.024 7.995 12 13 25 8.020
TOTAL 582 96.305 91.158 187.463 558 522 1.080 188.543
Sumber: www.kpu.go.id, Tahun 2014.
Tabel tersebut menggmbarkan bahwa pada pemilu legislatif tahun
2014 jumlah TPS sebanyak 582, sementara jumlah pemilih (DPT + DPK)
sebanyak 188.543.Jumlah ini relatif lebih rendah jika dibandingkan dua
kabupaten sebelumnya, yaitu Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Pinrang.
4. Kabupaten Toraja Utara
a. Kependudukan
Penduduk Kabupaten Toraja Utarater sebar di 21 kecamatann yang
berjumlah 252.276 jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak mendiami
Kecamatan Rantepao sebanyak 30.604 jiwa dan yang sedikit jumlah
penduduknya terdapat di Kecamatan Baruppu’ sebanyak 7.089 jiwa.
Secara keseluruhan, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih
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banyak yaitu 128.299 jiwa dibandingkan jumlah penduduk berjenis
kelamin perempuan yaitu 123.977 jiwa.
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015
No. Kecamatan
Jumlah Penduduk Menurut Jenis
Kelamin
Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Buntao 6.690 6.319 13.009
2. Dende’Piongan Napo 4.323 4.215 8.538
3. Sa’dan 7.753 7.468 15.221
4. Kesu’ 8.538 8.462 17.000
5. Buntu Pepasan 6.981 6.806 13.787
6. Bangkelekila’ 3.801 3.653 7.454
7. Sanggalangi 6.120 6.025 12.145
8. Tondon 5.640 5.677 11.317
9. Tallunglipu 9.126 9.103 18.265
10. Nanggala 5.292 4.933 10.225
11. Rindingallo 4.824 4.466 9.290
12. Rantepao 15.447 15.157 30.604
13. Sopai 8.602 8.142 16.744
14. Kapala Pitu 3.722 3.539 7.261
15. Tikala 5.846 5.659 11.505
16. Balusu 3.777 3.840 7.617
17. Sesean Suloara 3.858 3.492 7.350
18. Awan Rante Karua 2.571 2.472 5.043
19. Sesean 7.040 6.722 13.762
20. Baruppu’ 3.647 3.442 7.089
21. Rantebua 4.665 4.385 9.050
Total 128.299 123.977 252.276
Sumber: BPS Kabupaten Toraja Utara, 2015.
Sesuai dengan penggambaran tabel tersebut, dapat dilihat bahwa
walaupun jumlah laki-laki secara keseluruhan lebih banyak jika dibanding-
kan jumlah perempuan, namun perbedaannya tidak terlalu signif-
ikan.Adapun jumlah penduduk keselurhan sebanyak 252.276 orang dari
21 kecamatan yang ada di Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2015.
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c. Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Ta-
hun 2014
Adapun jumlah DPT dan DPK Kabupaten Toraja Utara pada Pemilu
Legislatif Tahun 2014 sebagai berikut.
Tabel 4.8 Jumlah Pemilih DPT dan DPK Kabupaten Toraja Utara
Tahun 2014
Kecamatan
Rekapitulasi DPT Rekapitulasi DPK
DPT +
DPKJml.TPS
Jumlah Pemilih Jumlah Pemilih
L P Total L P Total
Buntao 24 4.388 3.131 4.567 39 35 74 8.593
Dende’Piongan
Napo 22 3.169 2.927 6.096 25 21 46 6.142
Sa’dan 40 7.136 6.781 13.917 42 33 75 13.992
Kesu’ 37 6.464 6.281 12.745 75 47 122 12.867
Buntu Pepa-
san 37 5.353 5.246 10.599 9 16 25 10.624
Bangkelekila’ 17 2.254 2.313 8.519 39 35 74 8.593
Sanggalangi 27 5.328 5.227 10.555 15 12 27 10.582
Tondon 29 4.653 4.386 9.039 50 51 101 9.140
Tallunglipu 44 6.751 6.289 13.040 199 173 372 13.412
Nanggala 30 4.338 4.110 8.448 26 24 50 8.498
Rindingallo 20 3.145 2.924 6.069 42 52 94 6.163
Rantepao 60 9.447 9.421 18.898 181 196 377 19.275
Sopai 31 5.201 4.875 10.076 74 58 132 10.208
Kapala Pitu 15 2.380 2.257 4.637 2 4 6 4.643
Tikala 25 4.378 4.011 8.389 30 32 62 8.451
Balusu 23 3.428 3.544 6.972 39 53 92 7.064
Sesean Suloara 17 2.358 2.167 4.525 20 21 41 4.566
Awan Rante
Karua 12 2.062 1.843 3.905 0 5 5 3.910
Sesean 29 4.487 4.417 8.904 25 20 45 8.949
Baruppu’ 20 2.655 2.583 5.238 20 22 42 5.280
Rantebua 22 4.154 4.041 8.195 14 9 23 8.218
TOTAL 581 93.559 89.774 183.333 963 903 1.866 185.119
. Sumber: www.kpu.go.id, Tahun 2014.
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Tabel tersebut menggmbarkan bahwa pada pemilu legislatif tahun
2014 jumlah TPS sebanyak 581, sementara jumlah pemilih (DPT + DPK)
sebanyak 185.119.Jumlah ini relatif lebih rendah jika dibandingkan tiga
kabupaten sebelumnya, yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang dan
Kabupaten Luwu Timur.
4.2 Pengguna Hak Suara di Daerah Pemilihan Sulsel III
Beberapa kabupaten sebelumnya di Daerah Pemilihan III DPR RI
Sulawesi Selatan telah dideskripsikan jumlah daftar pemilih baik itu Daftar
Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Khusus (DPK).Daftar pemilih
ini merupakan daftar orang-orang yang memiliki hak suara dan dapat
menggunakan hak suaranya dalam pemilihan legislatif.Jadi, orang-orang
yang ada di DPT maupun di DPK belum tentu menggunakan hak
suaranya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Adapun jumlah pengguna
hak suara secara keseluruhan di Daerah Pemilihan III DPR RI Sulawesi
Selatan Tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 4.9 Jumlah Pengguna Hak Suara Pada Pemilihan Legislatif
DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III Tahun 2014
Berdasarkan Tiap Kabupaten
No. Daerah Pemilihan III Sul-Sel Pengguna Hak Pilih(Suara)
1 Kabupaten Sidrap 174.300
2 Kabupaten Enrekang 115.791
3 Kabupaten Luwu 211.439
4 Kabupaten Luwu Utara 171.343
5 Kabupaten Luwu Timur 142.413
6 Kabupaten Tana Toraja 126.251
7 Kabupaten Toraja Utara 142.879
8 Kabupaten Pinrang 214.937
9 Kota Palopo 88.093
Total 1.387.446
Sumber: www.kpu.go.id, Tahun 2014, Data Diolah (2016).
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Tabel 4.9 menyajikan jumlah pengguna hak pilih per kabupaten pada
Pileg DPR RI Daerah Pemilihan III Sul-Sel Tahun 2014. Terdapat 8 kabu-
paten dan 1 kota madya di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III. Se-
mentara dari data tersebut tampak bahwa Kabupaten Pinrang adalah
pengguna hak pilih terbanyak di Dapil III Sulsel untuk pemilihan DPR RI
tahun 2014, sedangkan Kota Palopo paling terendah jumlah pengguna
hak pilih. Pemeringkatan ini didasarkan pada kabupaten yang terdapat di
Daerah Pemilihan III Sulsel.
4.3 Gambaran Perolehan Suara PPP di Daerah Pemilihan Sulawesi
Selatan III
Partai Persatuan Pembangunan atau PPP adalah partai Islam paling
senior dari partai Islam yang ada sekarang (hasil peserta pemilu 2009 dan
2014). Pada pemilu 2014 PPP mendapatkan suara sah sebesar 387.748
di Sulawesi Selatan dengan presentase 8,80% (3 kursi parlemen).
Wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) dibagi menjadi tiga dapil untuk
pemilihan anggota DPR RI. Dapil 3 atau Sulawesi selatan III meliputi 9
kabupaten/kota. Terkhsus di dapil Sulawesi Selatan III Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) mendapatkan suara sah sebesar 127.373 suara
dengan jumlah calon sebanyak 7 orang dan mendapatkan 1 kursi di par-
lemen. Lebih Jelasnya rincian perolehan suara partai dan calon pada tabel
4.10 berikut.
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Tabel 4.10. Perolehan Suara PPP di Daerah Pemilihan Sulsel III
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2014.
Ket. : K S : Kab. Sidrap K L U : Kab. Luwu Utara K T U : Kab. Toraja Utara
K E : Kab. Enrekang K L T : Kab. Luwu Timir K P : Kab. Pinrang
K L : Kab. Luwu K T T : Kab. Toraja Utara K P L : Kota. Palopo
No.
Rincian Jumlah Perolehan Suara
Partai dan Suara Calon
K S K E K L K L U K L T KTT KTU K P K P L
Jml.
Akhir
Nomor/ Nama Partai dan Calon
9. Partai Persatuan Pembangunan 2.893 405 628 944 314 145 33 771 197 6.330
1. Hj. Fatmawati Rusdi, SE 78.929 4.308 1.363 1.055 547 337 140 6.929 248 93.856
2. Ir. H. M. Suaib DIDU, MM 682 231 402 264 209 21 21 1.366 260 3.456
3. Drs. H. Abubakar Wasahua, SH, MH 426 293 6.843 419 184 49 52 193 2.123 10.582
4. DR. Dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH 992 495 608 212 149 25 21 375 138 3.015
5. H. Noer Namry Noor, SE 151 62 146 102 49 46 21 546 58 1.181
6. Hj. A. Rosnaeni S. 291 76 448 244 76 10 8 301 47 1.501
7. Andi Surianti Bakti, SE 461 222 171 269 69 22 46 6124 68 7.452
Jumlah Suara Sah Partai dan Suara
Calon
84.825 6.092 10.609 3.509 1.597 655 342 16.605 3.139 127.373
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Berdasarkan Tabel 4.10 dapat dilihat perbandingan perolehan suara
Fatmawati Rusdi terhadap calon lainnya di PPP.Jumlah perolehan suara
Fatmawati Rusdi sangat mendominasi perolehan suara PPP secara kese-
luruhan. Jika total perolehan suara PPP secara keseluruhan sebanyak
127.373 suara, maka sebanyak 93.856 suara diperoleh oleh Fatmawati
Rusdi. Hal ini berarti bahwa sekitar 73, 69% suara PPP diperoleh oleh
Fatmawati Rusdi, sementara sisanya diperoleh oleh 6 calon lainnya.
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5.1 Kekuatan Politik Pendukung Fatmawati Rusdi pada Pemilu
legislatif DPR RI Tahun 2014 di Dapil Sulawesi Selatan III
Kekuatan politik pendukung Fatmawati Rusdi digambarkan sebagai
segala sesuatu yang berpengaruh dan dimiliki oleh Fatmawati Rusdi serta
berperan penting dalam kemenangannya pada pemilu legislatif DPR RI
tahun 2014 di Dapil Sulawesi Selatan III. Kekuatan politik dapat dengan
mudah diasosiasikan sebagai modal yang dimiliki oleh Fatmawati Rusdi
baik itu modal  sosial, modal ekonomi maupun modal politik. Modal ini
merupakan pendukung bagi kemenangannya.
Jousairi dan Hadi42 menyebutkan bahwa indikator dan parameter un-
tuk menganalisis modal sosial seseorang, yaitu partisipasi dalam jaringan
sosial/kerja, kepercayaan antar sesama, ketaatan terhadap norma,
kepedulian terhadap sesama, dan keterlibatan dalam aktivitas organisasi
sosial. Dalam konteks kemenangan Fatmawati Rusdi sebagai anggota
legislatif, modal sosial yang dimiliki sangat dipengaruhi oleh keberadaan
Rusdi Masse selaku suaminya sekaligus juga sebagai Bupati Kabupaten
Sidrap di periode keduanya.
“…Memang sebelum H. Rusdi jadi bupati, ibu sudah sering bagi-bagi
zakat di desa-desa, dan PPP buka pintu itu 6 bulan sebelum
42 Primadona, 2012, Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat
dalam Pembangunan Pedesaan (Kelompok Tani Kecamatan Rambatan), Jurnal
Polibisnis, Vo-lume 4, Nomor 1, April 2012, ISSN: 1858-3717, hal. 12-23.
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pemilihan. Jadi tahapan membangun popularitras itu kita tidak perlu
kerja keras lagi…”43
Sudirman Bungi adalah Ketua Tim Pemenangan Fatmawati Rusdi
saat momen pileg tahun 2014. Penjelasan yang diberikannya menggam-
barkan perilaku Fatmawati Rusdi yang jauh sebelum Rusdi Masse selaku
suaminya menjadi Bupati Kabupaten Sidrap, relasi sosialnya telah di-
perkuat melalui aktifitas kepedulian terhadap sesama. Hal ini memberikan
modal sosial bagi Fatmawati Rusdi dan semenjak Rusdi Masse menjabat
sebagai bupati intensitas Fatmawati Rusdi dalam menjaga relasi sosial
semakin meningkat. Kondisi ini menyebabkan tim pemenangannya mudah
dalam meningkatkan popularitasnya saat berpartisipasi dalam pileg 2014.
Informan yang lain juga menggambarkan hal yang serupa tentang modal
sosial yang dimiliki Fatmawati Rusdi.
“…Ibu Fatmawati Rusdi merupakan sosok yang memiliki kepribadian
baik yang patut dicontoh karena tiap tahunnya selalu melakukan
bagi-bagi sembako jauh sebelum pileg dan satu-satunya caleg DPR
RI dari sidrap.  Selain itu, contohnya di event balap kemarin, hanya
baliho Bapak dan Ibu Fatmawati Rusdi  yang terpajang di sekitar
sircuit dan mc-nya sering menyebut kalau acara ini di sukseskan
oleh Hj. Fatmawati dan H. Saharuddin…”44
Jika diperhatikan biografi Fatmawati Rusdi, tampak pendidikan,
penghargaan dan berbagai organisasi telah dilaluinya sehingga ikut andil
dalam membentuk modal sosialnya. Tahun 2008, Fatmawati Rusdi aktif
dalam gerakan nasional Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan
menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidrap dan juga menjabat
43 Wawancara dengan Sudirman Bungi (Ketua tim Pemenangan). Kamis 26 Mei
2016.
44 Wawancara dengan Saharuddin Alrif (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi
Selatan, Fraksi Nasdem). Sabtu 25 juni 2016.
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sebagai Ketua Dewan Pembina Dharma Wanita Kabupaten Sidrap. Tahun
2012, beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya Jurusan Manajemen di
Universitas Jaya Baya, Surabaya.45 Beberapa penghargaan yang
dipernah diraihnya, antara lain Swasti Saba PADAPA dari Menteri
Kesehatan Tahun 2011 dan penghargaan Anugrah Parahita Eka Praya
kategori Madya Pengarusutamaan Gender dari Presiden RI Tahun 2011.46
Mengenai modal ekonomi Fatmawati Rusdi dalam momen pileg ta-
hun 2014 tampaknya sudah tidak diragukan lagi. Selain sebagai istri dari
Bupati Kabupaten Sidrap, Fatmawati Rusdi bersama-sama suaminya juga
dikenal sebagai pengusaha. Pengalaman pekerjaan Fatmawati sendiri
pernah bekerja sebagai direktur pada PT. Bayumas Jaya Mandiri Jakarta.
Sebelum suaminya menjabat sebagai bupati, suami-istri ini dikenal se-
bagai pengusaha kapal kargo yang sukses.47 Bahkan sampai sekarang,
Fatmawati Rusdi bersama suaminya telah memperluas kekuatan
bisnisnya khususnya di Sulawesi.
Kecukupan modal ekonomi dan modal sosial lantas tidak membuat
Fatmawati Rusdi serta merta berpartisipasi pada pileg tahun 2014.
Dorongan yang kuat untuk berpartisipasi justru datang dari suaminya,
Rusdi Masse selaku Bupati Kabupaten Sidrap. Informan-informan dalam
penelitian ini secara umum juga menggambarkan peranan penting Rusdi
45 wikidpr.org, Mendekatkan Rakyat Dengan Wakilnya: Biografi Fatmawati Rusdi,
http://wikidpr.org/anggota/5403631742b53eac2f8ef8a8, Diakses 2 September 2016.
46www.tokohkita.com, Profil Singkat Fatmawati Rusdi,
http://www.tokohkita.com/detailbio.php?idk=2832!Fatmawati-Rusdi, Diakses 2 September
2016.
47 Ibid.
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Masse dalam mendorong istrinya berpartisipasi dalam pileg tahun 2014.
Dengan demikian, modal politik yang dimiliki Rusdi Masse telah menjadi
penggerak utama modal ekonomi dan modal sosial Fatmawati Rusdi un-
tuk berpartisipasi dalam pileg 2014.
“…karena Partai PPP yang mau, dan juga lobi Rusdi Masse sebagai
aktor politik waktu itu. Jadi motivasinya harus punya perhatian yang
lebih besar terhadap Kabupaten Sidrap, setelah ibu Fatmawati Rusdi
mau, baru dia cari kendaraan partai politik. Namanya juga aktor
politik, jadi walaupun Rusdi Masse orangnya Partai Golkar, tetap
harus menjalin hubungan dengan orang yang ada di partai lain dan
komunikasinya dengan Ketua PPP bagus. Hal ini juga didukung
karena sejarahnya,  PPP di dapil ini bekum ada calonnya yang lolos
dan PPP melihat peluang ini juga bagus sehingga akhirnya
menerima untuk mendukung Fatmawati Rusdi maju caleg DPR RI
Dapil III Sulawesi Selatan…”48
Jika mengukur modal politik Fatmawati Rusdi dari segi keterlibatann-
ya dengan berbagai lembaga politik, seperti partai politik, tentu tidak dimil-
iki olehnya. Bahkan sebagai istri Rusdi Masse yang pada waktu itu juga
menjabat sebagai Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Sidrap, tentu
dukungan Fatmawati Rusdi lebih kepada Partai Golkar. Namun, kekuatan
politik yang dimiliki Rusdi Masse mampu melobi partai lain sekalipun
dirinya berada di Partai Golkar sehingga Partai PPP menjadi kendaraan
politik yang dituju oleh Fatmawati Rusdi. Di sisi lain, pihak Partai PPP
melihat kesempatan ini memiliki peluang yang bagus dan pada akhirnya
mau memberikan dukungannya kepada Fatmawati Rusdi dalam pileg
2014.
48 Sudirman Bungi, Op. Cit., Kamis 26 Mei 2016.
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Informan tersebut juga menggambarkan peran Rusdi Masse dengan
pengalaman politik yang dimilikinya mampu memberikan motivasi kepada
istrinya untuk maju dalam Pileg DPR RI Tahun 2014. Motivasinya
ditekankan pada kepentingan sebagai bentuk perlunya perhatian yang
lebih luas untuk Kabupaten Sidrap. Jadi, secara sederhana, Rusdi Masse
berperan penting dalam mendorong keinginan istrinya untuk berpartisipasi
dalam pileg 2014, dan setelah itu, barulah mencari partai pengusungnya.
Konteks kemenangan Fatmawati Rusdi dalam Pileg DPR RI Tahun
2014 untuk Dapil III Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa modal sebagai
kekuatan politik memiliki posisi yang penting. Dibutuhkan kesinambungan
antara modal sosial, modal ekonomi dan modal politik sebagai prasyarat
dalam memenangkan pesta demokrasi. Namun, jika diartikan bahwa
kekuatan politik adalah segala sesuatu yang dimiliki seseorang untuk
memenangkan dirinya, maka Rusdi Masse adalah modal politik bagi
Fatmawati Rusdi. Hal ini terjadi karena modalitas yang dimiliki oleh
Fatmawati Rusdi terbaluti oleh politik kekerabatan dimana Rusdi Masse
sebagai aktor politik adalah suami dari Fatmawati Rusdi sendiri.
Mengenai politik kekerabatan, terdapat ulasan menarik yang dil-
akukan oleh Harjanto.49 Berkembangnya politik kekerabatan di Indonesia
pada masa demokrasi elektoral saat ini sungguh merupakan suatu
kecenderungan yang perlu diperlambat bahkan jika mungkin diakhiri. Hal
ini tentu tidak lepas dari banyaknya keburukan dan kelemahan tatanan
49 Nico Harjanto, 2011, Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi PartaiPolitik Di
Indonesia, Jurnal ANALISIS CSIS, Volume 40, Nomor 2, hal. 138-159.
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politik yang diisi oleh kekerabatan maupun dinasti politik tertentu, karena
sulitnya kritik, pengawasan, maupun mekanisme checks and balances
untuk dapat berjalan. Dengan bertumbuhnya politik kekerabatan, maka
playing field juga akan semakin timpang karena politik kekerabatan sudah
dapat mengakumulasi pengaruh, kekayaan, penguasaan terhadap
wilayah, maupun kontrol ekonomi tertentu akan lebih mungkin
memenangkan kontestasi politik, dibandingkan calon lain yang sumber
dayanya masih terbatas dan hanya mengandalkan kekuatan harapan.
Posisi strategis yang dimiliki Rusdi Masse dalam Pemerintahan Ka-
bupaten Sidrap beserta modal politik yang dimilikinya telah menggunakan
politik kekerabatan untuk memenangkan istrinya, Fatmawati Rusdi. Dari
segi tatanan demokrasi tentu hal ini menjadi kurang etis walaupun tidak
ada larangan seperti itu. Politik dinasti merupakan gejala umum di Sula-
wesi Selatan yang mengancam perkembangan demokrasi. Para informan
dalam penelitian ini umumnya menggambarkan dengan ungkapan “Kalau
adaji yang dekat kenapa mesti cari yang jauh” yang tampak mengindikasi-
kan membudayanya politik dinasti.
Harjanto bahkan menggambarkan bahwa Gubernur Sulawesi Se-
latan, Syahrul Yasin Limpo adalah salah satu contoh aktor politik yang
menerapkan politik kekerabatan.50 Sementara pada saat itu, SYL memang
menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan. Di sisi lain,
posisi Rusdi Masse pada waktu itu juga sebagai Ketua DPC Partai Golkar
50 Ibid.
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Kabupaten Sidrap. Bahkan pengamatan peneliti diberbagai media saat ini,
walaupun Rusdi Masse telah mendapat posisi sebagai Ketua DPD Partai
Nasdem Sulawesi Selatan, beberapa kali masih menyebutkan jika dirinya
masih orangnya SYL.
Menguatnya politik kekerabatan merupakan indikasi dari
memburuknya institusionalisasi kepartaian pada umumnya, dan
melemahnya kemampuan rekrutmen dan kaderisasi partai politik pada
khususnya. Di tengah sistem kontestasi yang semakin individualistis,
maka peran parpol menjadi semakin berkurang, dan kekuatan individu
para kandidat menjadi salah satu determinan kemenangan  dalam
perebutan jabatan-jabatan politik. Politik kekerabatan menjadi pilihan yang
menarik bagi parpol untuk memenangkan posisi­posisi politik karena
adanya keunggulan-keunggulan elektoral yang nyata dari mereka ini,
seperti popularitas, kekuatan sumber daya finansial, serta kemampuan
mobilisasi massa melalui pengaruh tokoh kekerabatan politik yang sedang
menjabat.51
Lebih jauh lagi, politik kekerabatan akan memperlemah fungsi partai
utamanya dalam kaderisasi. Dukungan Partai PPP terhadap Fatmawati
Rusdi yang saat itu bukan sebagai kader Partai PPP lebih pada peluang
kemenangannya karena proses lobi secara langsung dilakukan oleh Rusdi
Masse sendiri. Kekuatan financial yang kuat ditambah popularitas dan
kemampuan mobilisasi massa dari Rusdi Masse tampaknya menjadi indi-
51 Ibid.
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kator utama dalam keputusan Partai PPP untuk mengusung Fatmawati
Rusdi sebagai caleg DPR RI tahun 2014 Dapil III Sulawesi Selatan, apa-
lagi ditambah kondisi Partai PPP yang belum pernah kadernya me-
menangkan pileg untuk DPR RI Dapil III Sulawesi Selatan.
Di sisi lain, Bourdieu memandang bahwa posisi individu tidak
terdefinisikan oleh kelas, tetapi oleh sejumlah modal yang terdiri dari
modal sosial, modal ekonomi dan juga modalitas budaya. Bourdieu ber-
pendapat bahwa salah satu sistem hirarki dalam masyarakat modern, yai-
tu perolehan modal budaya sebagai jalan memperoleh kekuasaan sim-
bolik dalam sebuah masyarakat. Dengan demikian, modalitas budaya
berhubungan dengan kepentingan akan status sosial.52
Kemenangan Fatmawati Rusdi dalam momen pileg 2014 dengan
perolehan suara yang paling dominan di Kabupaten Sidrap dibanding ka-
bupaten lainnya pada Dapil III Sulawesi Selatan memberikan indikasi un-
tuk memperkuat modal budaya Rusdi Masse dalam artian memperkuat
kekuatan simboliknya terhadap masyarakat Kabupaten Sidrap pada khu-
susnya dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Hal ini semakin
tampak pada di akhir periode keduanya sebagai Bupati Kabupaten Sidrap,
Rusdi Masse berpindah partai dari Partai Golkar ke Partai Nasdem
dengan posisi sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Sulawesi Selatan.
Dengan modal yang dimilikinya Rusdi Masse telah membuktikan dirinya
sebagai salah satu elit di Kabupaten Sidrap termasuk ditambah keme-
52 Rahmad M. Arsyad, 2014, Op. Cit., hal. 61.
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nangan istrinya dan saat ini, kekuatan politiknya menjadi semakin tampak
bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
5.2 Rusdi Masse sebagai Elit Penentu dalam Kemenangan
Fatmawati Rusdi pada Pemilu legislatif DPR RI Tahun 2014 di
Dapil Sulawesi Selatan III
Modal sebagai kekuatan politik telah membawa kemenangan bagi
Fatmawati Rusdi dalam Pileg DPR RI Tahun 2014 di Dapil Sulawesi Se-
latan III dengan perolehan suara sebanyak 93.856 suara dengan suara
terbanyak berada di Kabupaten Sidrap mencapai 78.929 suara. Jika di-
persentasekan berarti sebesar 84% perolehan suara diperoleh dari Kabu-
paten Sidrap.
Secara sederhana, makna yang bisa ditangkap dari kemenangan
Fatmawati Rusdi tersebut adalah peran signifikan Rusdi Masse sebagai
Bupati Kabupaten Sidrap. Kondisi ini tampaknya menjadi hal yang lumrah
jika diamati kondisi perpolitikan di Sulawesi Selatan. Politik dinasti telah
membudaya di kalangan masyarakat. Sebagai contoh, Arsyad telah
menggambarkan peranan elit Sulawesi Selatan dalam menentukan keme-
nangan Pemilu Walikota Makassar pada Tahun 2013. Terdapat tiga elit
penentu di Sulawesi Selatan yang saling bertarung dalam memenangkan
Pilwali Makassar tahun 2013, yaitu Nurdin Halid, Syahrul Yasin Limpo dan
Ilham Arief Sirajuddin.53
53 Ibid., hal. 44-45.
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Tentu tidak dapat disamakan antara konteks Pilwali Makassar
dengan konteks Pileg DPR RI, namun hal yang bisa ditangkap adalah
politik kekerabatan yang telah membudaya di Sulawesi Selatan. Jika da-
lam konteks Pilwali Makassar tahun 2013 mengindikasi konflik tiga elit
penentu maka kemenangan Fatmawati Rusdi di Pileg tahun 2014
mengindikasikan penguatan dan perluasan modal budaya Rusdi Masse
dari skala Kabupaten Sidrap ke skala Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini
berarti ada upaya Rusdi Masse untuk menjadikan dirinya sebagai salah
satu elit penentu dalam skala Provinsi Sulawesi Selatan.
Hal ini membawa penulis sampai kepada analisis bahwa Rusdi
Masse adalah elit penentu dalam kemenangan Fatmawati Rusdi di Pileg
tahun 2014. Suzanne Keller54 menyebutkan bahwa dalam dinamika partai
politik diaras lokal, terdapat “orang kuat partai” yang secara individu
memiliki kemampuan untuk menentukan arah dan kebijakan partai. Orang
inilah yang disebut Suzane Keller sebagai elit penentu.
Jika dalam konteks penelitian tersebut elit55 penentu yang dimaksud
adalah “orang kuat partai”, maka dalam konteks penelitian ini, elit penentu
yang dimaksud adalah orang yang posisinya sebagai penentu keme-
nangan Fatmawati Rusdi yang tidak lain adalah suaminya sendiri, Rusdi
54 Endang Sari, Armin Arsyad, & Gustiana A. Kambo, 2013, Konflik Tiga Elit
Penentu Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013, Jurnal Analisis,
Volume 3, Nomor 2, Desember 2014, ISSN: 2302-6340, hal. 113-120.
55 Pada mulanya elit dipahami sebagai minoritas-minoritas yang efektif dan be-
tunggungjawab terutama untuk tujuan-tujuan sosial. Istilah elite berasal dari kata Latin
“eligere” yang berarti “memilih”. Mulanya istilah itu berarti “bagian yang menjadi pilihan
atau bunga” dari barang-barang yang ditawarkan untuk dijual. Pada abad ke 18,
penggunaan kata itu telah meluas dalam artian sekelompok orang yang memegang po-
sisi terkemuka dalam suatu masyarakat. Lebih jelasnya lihat Suzanna Keller, Op. Cit.,
hal. 3-4.
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Masse. Sepintas tampak masih ada kekeliruan, namun posisi Rusdi
Masse yang tidak hanya sebaga elit fungsional, namun juga merupakan
elit politik di Kabupaten Sidrap memberikan kemudahan untuk memahami
persoalan layak tidaknya Rusdi Masse disebut sebaga elit penentu keme-
nangan Fatmawati Rusdi.
Keller menguraikan dengan jelas mengenai kebingungan-
kebingungan tentang peranan yang dimainkan oleh berbagai tipe elit da-
lam mengontrol dan mengembangkan tata sosial. Hal ini juga menjelaskan
kebingungan dalam menyebut individu tertentu sebagai “elit penentu”.
Suatu elit dikatakan penentu tidaklah tergantung kepada aktivitasnya yang
khusus, tetapi kepada ruang lingkup kegiatannya. Selain itu, tugas-tugas
sosial suatu elit tidak dapat ditentukan hanya dengan melihat tujuan, cita-
cita dan niat para anggotanya. Artinya, kaum elit tidak hanya dibatasi pada
persoalan kekayaan, kekuasaan atau kemasyuran yang diinginkannya.56
Seseorang dikatakan elit penentu dengan segala modalitas yang di-
milikinya mampu mengemban tugas sosial dalam masyarakat yang serba
kompleks. Rusdi Masse sebagai Bupati Kabupaten Sidrap dapat
dikatakan sebagai elit penentu yang sifatnya fungsional. Keputusannya
cukup berpengaruh dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten
Sidrap. Sementara di sisi lain, Rusdi Masse juga sebagai elit penentu da-
lam hal kekuasaan DPC Partai Golkar di Kabupaten Sidrap. Modalitas
yang dimiliki oleh Rusdi Masse ini menyebabkan kekuatannya ber-
56 Ibid., hal. 27-31.
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pengaruh tidak hanya pada tataran Partai Golkar di Kabupaten Sidrap pa-
da waktu itu, tapi juga berpengaruh bagi partai lain. Oleh sebab itu, tid-
aklah berlebihan jika dikatakan Rusdi Masse sebagai elit penentu tidak
hanya dalam konteks kemenangan Fatmawati Rusdi, tetapi juga dalam
konteks masyarakat Kabupaten Sidrap. Apalagi saat ini, Rusdi Masse
adalah Ketua DPD Partai Nasdem Sulawesi Selatan sehingga tampaknya
beliau berkeinginan untuk mengambil peran sosial yang lebih luas dalam
skala provinsi.
“…jaringan yang berkerja di sidrap yaitu semua jaringan yang dipakai
pada saat pemilihan bupati karena tidak lama berselang itu.
Pemilihan bupati itu 2013 dan DPR 2014 jadi masih solid ceritanya
ini jaringan yang bekerja pada waktu pemilihan bupati. Masuk lagi
pemilihan legislatif, jadi keuntungannya disitu. Pertama, kenapa
begitu dominan suara di sidrap. kedua, relatif lebih mudah ini
jaringan di sidrap bekerja waktu ibu bupati karena kurangnya rival
saat pemilihan legislatif karena disini hampir tidak ada lawannya,
waktu pemilihan bupati dia berhadapan dengan 6 pasang calon
bupati yg semua berasal dari sidrap. Kalo ini hanya sendiri dari
sidrap jadi tim mudah sekali bekerja. mulai dari jaringan birokrasi
jalan, jaringan keluarga jalan, ekonomi jalan, jaringan politik jalan
semua infrastruktur yang ada waktu itu yang masih panas-panasnya
pada waktu pemilihan bupati masih dipakai. Bahkan jaringan
birokrasi yang pada waktu pemilihan bupati agak setengah-setengah
jalannya. Nah pada waktu pemilihan bupati agak ketat pengawasan
terhadap birokrasi sehingga tidak terlalu dominan. Begitu waktu
pemilihan legislatif kemarin agak longgar ruang gerak dukungan
birokrasi sehingga besar dukungan birokrasi…”57
Sudirman Bungi tidak hanya berposisi sebagai Ketua Tim
Pemenangan Fatmawati Rusdi, tapi juga merupakan orang kepercayaan
Rusdi Masse degan jabatan sebagai Kepala Bappeda Kabupaten Sidrap.
Penjelasannya mengungkapkan bahwa dalam upaya memenangkan
57 Sudirman Bungi, Op. Cit., Kamis 26 Mei 2016.
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Fatmawati Rusdi dalam Pileg 2014 memang juga didukung oleh konteks
lingkungan pada waktu itu. Pertama, Rusdi Masse mengarahkan untuk
menggunakan jaringan saat kemenangannya pada pemilihan bupati 2013
kabupaten Sidrap. Hal ini memberikan kemudahan bagi tim pemenangan
untuk bekerja dalam memenangkan Fatmawati Rusdi dengan pemusatan
suara di Kabupaten Sidrap.
Kedua, keikutsertaan Fatmawati Rusdi dalam Pileg DPR RI 2014 tid-
ak memiliki saingan di Kabupaten Sidrap. Hal ini membuat tim melalui
perintah/dukungan Rusdi Masse dapat memaksimalkan berbagai jaringan
seperti jaringan birokrasi, jaringan keluarga dan jaringan politik. Kekuatan
politik yang dimiliki Rusdi Masse bahkan sampai melampaui kekuatan
politik partai-partai di Kabupaten Sidrap.
Seperti yang telah diketahui, Rusdi Masse waktu itu masih menjabat
sebagai Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Sidrap, di sisi lain Fatmawati
Rusdi diusung oleh Partai PPP. Secara kelembagaan, kader partai seha-
rusnya mendukung calon yang diusung partainya, namun kekuatan politik
Rusdi Masse sangat kuat di Kabupaten Sidrap sehingga tidak hanya jarin-
gan birokrasi, namun jaringan politik dari partai-partai lain juga ikut men-
dukung Fatmawati Rusdi.
Peneliti sempat melakukan perbincangan dari beberapa anggota
dewan yang berasal dari Partai Golkar dan Partai Nasdem. Berbagai
dukungan di Kabupaten Sidrap memang datang untuk memenangkan
Fatmawati Rusdi karena semuanya memiliki kepentingan dengan Rusdi
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Masse. Sekalipun partai memiliki kebijakan untuk senantiasa mendukung
calon yang diusung, namun bagi Rusdi Masse, hal tersebut bukanlah ma-
salah.
’’…selama ini 5 tahunki jadi bupati, ada anggota DPR, ada juga
orang sidrap tapi saya yakin kalo ibu Fatmawati yang akan dipilih ka-
rena dukungan dan perhatiannya pasti jauh lebih besar ketimbang
orang lain. Setiap saat kita bisa berkomunikasi kalau ibu yang di-
usung, kalau orang lain pasti kedekatan kita berbeda sehingga
perhatiannya tentu tidak sebesar kalau ibu sendiri yang masuk. Yang
kedua, untuk mendudukkan ibu disana tidak perlu lagi kita kerja
keras karena jaringan yang kita pakai ini masih hangat pasca pilkada
daripada orang lain kita usung loyalitasnya pada kepentingan daerah
pasti jauh lebih tinggi dibanding orang lain, kenapa kita tidak
manfaatkan peluang yang ada?...”58
Sebenarnya jatuhnya pilihan Rusdi Masse untuk mendorong istrinya
sendiri dalam momen pileg DPR RI 2014 tentu beberapa telah melakukan
komunikasi untuk meminta dukungan dari Rusdi Masse, namun pilihan
akhirnya jatuh kepada istrinya sendiri. Hal ini membuat tim mudah bekerja
karena dalam kampanye, tim menggunakan nama Rusdi Masse untuk
mensolidkan dukungan masyarakat kepada Fatmawati Rusdi.
Penjelasan tersebut mengindikasikan kekuasaan elit penentu
melemahkan efektifitas partai politik yang harusnya membangun poros
kekuatan institusional bukan memperkuat posisi elit yang berkuasa.
Berbagai kasus juga menunjukkan bahwa selama ini memang partai justru
selalu kalah oleh elit yang mengendalikannya.  Institusionalisasi partai
58 Ibid
79
sebagai keputusan kolektif kalah bersaing dengan sejumlah elit yang
memiliki kuasa memutuskan.59
Menurut Sidel60, suara partai telah berubah menjadi suara elit partai.
Telah tejadi pergesekan yang besar dari state formation (formasi negara)
menuju social formation (formasi sosial) dimana arena kekuasaan sosial
tersebut dikuasai oleh segelintir elit yang selama ini menjadi elit penentu
atau orang kuat lokal/local strong men. Tampaknya kondisi serupa juga
terjadi di Kabupaten Sidrap. Rusdi Masse sebagai elit penentu di Kabu-
paten Sidrap telah memainkan perannya dengan menggunakan semaksi-
mal mungkin kekuatan politiknya untuk memenangkan istriya dalam pileg
2014. Tidaklah mengherankan jika perbandingan perolehan suara
Fatmawati Rusdi dari semua kabupaten di Dapil 3 Sulawesi Selatan DPR
RI sangat menonjol di Kabupaten Sidrap mencapai 80% lebih.
Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto61 menyimpulkan bahwa
perubahan sistem politik dari corak otoritarian menjadi demokratis
membawa konsekuensi perubahan pada struktur yang ada. Jika semula,
pada era otoritarian Orde Baru, struktur yang ada dimaknai sebagai
pembatas atau pengekang bagi elit politik lokal tertentu; maka pada era
reformasi yang kuat nuansa demokrasi, struktur yang ada tidak lagi
dimaknai sebagai pembatas atau pengekang bagi elit politik lokal tersebut.
Struktur baru yang ada pada sistem politik yang demokratis sekarang ini
59 Endang Sari, Armin Arsyad, & Gustiana A. Kambo, Op. Cit., hal. 118.
60 Ibid.
61 Haryanto, 2009, Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik, Jurnal Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik, Volume 13, Nomor 2, November 2009, ISSN: 1410-4946, hal.
131-148.
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dapat dinyatakan memberi peluang yang sedikit banyak ‘memanjakan’ elit
politik lokal. Atau dengan perkataan lain dapat dinyatakan struktur yang
ada dapat dimaknai memberdayakan elit politik lokal sebagai pelaku.
Namun bagi elit politik lokal yang memaknai struktur yang ada pada
zaman Orde Baru sebagai pemberdaya yang memberi peluang dan
kemudahan baginya, maka perubahan sistem politik yang menghadirkan
struktur baru dimaknainya sebagai pembatas atau pengekang.  Elit politik
lokal ini akan tetap pada posisi memegang kekuasaan kalau mereka
mampu menyesuaikan dengan struktur yang baru; dan untuk keperluan itu
mereka dituntut mampu merumuskan strategi menyiasati struktur.
Kemunculan elit politik penentu tentu juga bersesuaian dengan peru-
bahan sistem politik di Indonesia dari orde baru yang bersifat otoriter ke
orde reformasi yang lebih bersifat demokratis. Pada masa sekarang ini,
masyarakat yang kompleks dengan tingkat pluralitas yang tinggi menjadi
tantangan bagi elit politik penentu untuk terus menyiasati perubahan
struktur masyarakat agar status elit-nya mampu bertahan. Bagi Rusdi
Masse, kemenangan Fatmawati Rusdi membawanya maju selangkah un-
tuk menaikkan status elit-nya ke level provinsi.
Elit penentu juga memiliki peran simbolis yang merujuk pada lam-
bang kolektif. peranan sosial elit penentu sebagai lambing kolektif dapat
dibagi menjadi tiga bagian yang bersifat kognitif, moral dan yang bersifat
ekspresif. Dari segi kognitif, golongan elit sebagai pemegang wewenang
yang tahu bagaimana atau apa yang akan dilakukan, dan bagaimana
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mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pada tingkat ini, anggota-anggota
masyarakat biasanya tidak terbiasa sehingga elit penentu sebagai lam-
bang kolektif diharapkan akan memberikan penerangan demikian rupa
dengan memberikan pengetahuan yang berwenang. Elit penentu juga
mempunyai peranan moral dengan mengadakan standar baik dan buruk,
moral ini tidak lagi lazim atau dijalankan oleh semua anggota kolektivi-
tas.62
Rusdi Masse sebagai simbolik kognitif tentu dijalan melalui status elit
fungsionalnya sebaga Bupati Kabupaten Sidrap. Dengan kemenangannya
sebagai bupati di periode kedua, Rusdi Masse telah mengetahui hal-hal
yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Sidrap sehingga tidak
dipungkiri melalui program-programnya di pemerintahan memberikan
dampak berupa kekuatan modal sosial dan modal budaya. Di sisi lain se-
bagai simboli moral, Rusdi Masse juga telah paham mengenai penguatan
solidaritas sosial dan tingkah laku moral, misalnya memperkuat bidang
keagamaan di Kabupaten Sidrap. Sebagai simbolisme ekspresif, Rusdi
Masse telah menunjukkan kepada masyarakat Kabupaten Sidrap bahwa
istrinya adalah satu-satunya yang dapat mewakili masyarakat Sidrap di
DPR RI. Dengan aktifitas simbolik ini, tim pemenangan mudah dalam ber-
gerak dan meyakinkan masyarakat Kabupaten Sidrap untuk memilih
Fatmawati Rusdi di Pileg DPR RI Tahun 2014 Dapil III Sulawesi Selatan.
62 Suzanne Keller, Op. Cit., hal. 214.
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5.3 Keterlibatan Jaringan Aktor dalam Kemenangan Fatmawati
Rusdi pada Pemilu legislatif DPR RI Tahun 2014 di Dapil Sula-
wesi Selatan III
Posisi Rusdi Masse sebagai elit penentu dalam kemenangan
Fatmawati Rusdi berdampak pada penggunaan kekuatan politiknya untuk
memaksimalkan suara di Kabupaten Sidrap. Tim Pemenangan Fatmawati
Rusdi telah menghitung bahwa memaksimalkan suara di Kabupaten Sid-
rap akan membawa kemenangan bagi Fatmawati Rusdi. Oleh karena itu,
berbagai jaringan aktor digunakan untuk mencapai target tersebut.
“…jaringan yang paling kuat digunakan, yaitu jaringan birokrasi,
termasuk yang saya maksud jaringan birokrasi itu kepala desa, dan
struktur ke bawah. Kepala-kepala sekolah juga jerlibat dengan
menghimbau jaringan keluarganya dan sebagainya, jadi dari
birokrasi kemudian melibatkan jaringan keluarga. Tidak bisa juga kita
nafikkan kalo jaringan birokrasi terlibat, karena siapa juga
dibelakangnya ini ibu Fatmawati…Sekarang ini politik dengan
birokrasi sudah tidak bisa dibedakan. Bohong itu kalo ada yang
bilang bisa. Karena ini penelitian kita harus katakan apa yg terjadi.
Jadi menonjol di birokrasi, walaupun kuat dijaringan lain terutama
jaringan politik, walaupun dia pegang golkar, non golkar juga jalan.
Misaknya calon anggota DPR kab/kota yang lain dan mitra kerjanya
itu juga terlibat. Karena tidak ada orang asli Sidrap yang masuk
menjadi rivalnya. Itu juga menjadi pertimbangannya kemarin…”63
Berdasarkan keterangan informan tersebut, jaringan di Kabupaten
Sidrap yang paling kuat terlibat dalam pemenangan Fatmawati Rusdi, yai-
tu jaringan birokrasi sampai pada tingkatan kepala desa dan kepala
sekolah. Dari jaringan birokrasi tersebut kemudian diperkuat pada jaringan
keluarga dari birokrasi. Keterlibatan kuat jaringan birokrasi lebih disebab-
kan karena keberadaan Rusdi Masse sehingga mau tidak mau para
63 Sudirman Bungi, Op. Cit., Kamis 26 Mei 2016.
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birokrasi juga memiliki kepentingan dengan Rusdi Masse sebagai Bupati
Kabupaten Sidrap. Jaringan politik, seperti dari Partai Golkar dan bebera-
pa Partai lain sampai pada calon anggota DPRD di tingkatan kabupaten
juga ikut terlibat dalam pemenangan Fatmawati Rusdi. Kepentingan uta-
ma jaringan politik yaitu suara di tingkatan kabupaten sesuai dengan dapil
masing-masing.
Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pemusatan
perolehan suara Fatmawati Rusdi di Kabupaten Sidrap lebih disebabkan
karena kabupaten tersebut merupakan arena kekuasaan yang di-
menangkan oleh Rusdi Masse. Dengan kemenangannya pada pilkada
bupati di periode kedua pada tahun 2013, maka banyak orang mengalami
ketergantungan kekuasaan kepada beliau. Sebagai orang nomor satu di
Kabupaten Sidrap, orang-orang juga semakin banyak menaruh kepent-
ingan kepadanya, apalagi Rusdi Masse tidak hanya dikenal sebagai bu-
pati, beliau juga adalah pengusaha yang sukses dan juga seorang politisi
yang memiliki hubungan kedekatan dengan SYL.
Kondisi ini tidak hanya memungkinkan terjadinya pertukaran sosial
dalam memenangkan Fatmawati Rusdi, namun juga memungkinkan ter-
jadinya pertukaran pada tingkatan yang lebih luas, yaitu pertukaran jarin-
gan. Sebagaimana yang telah diketahui, teori pertukatan jaringan juga
menitikberatkan pada isu kekuasaan. Premis dasarnya adalah semakin
besar peluang aktor untuk melakukan pertukaran, maka semakin besar
pula kekuasaan si aktor. Hal ini lebih disebabkan posisi si aktor di dalam
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jaringan, aktor akan bervariasi dalam peliang mereka untuk bertukar keun-
tungan dan karenanya akan bervariasi dalam kemampuannya untuk men-
gontrol.
Konteks inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Rusdi Masse untuk
memenangkan istrinya dengan fokus di Kabupaten Sidrap. Melalui perge-
rakan tim pemenangan Fatmawati Rusdi yang notabene semuanya meru-
pakan orang-orang kepercayaan Rusdi Masse, keleluasaan untuk berge-
rak sedikit longgar dengan menggunakan kekuasaan Rusdi Masse.
Faktor lain yang juga ikut mendukung situasi perolehan suara yang
signifikan Fatmawati Rusdi di Kabupaten Sidrap adalah permainan waca-
na oleh jaringan bahwa Fatmawati Rusdi adalah satu-satunya orang Sid-
rap yang maju di sebagai caleg di DPR RI, dengan demikian keme-
nangannya tentu akan menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sidrap kare-
na ada orang yang mewakilinya di DPR pusat. Sementara wacana seperti
ini adalah sangat didukung dari segi kebudayaan masyarakat Sidrap yang
umumnya keturunan Suku Bugis yang begitu menekankan prestasi sosial
sebagai kebanggan bersama.
Pemanfaatan jaringan birokrasi oleh Rusdi Masse memang sanga-
tlah memungkinkan mengingat relasi kuasa yang begitu kuat. Emerson64
telah menekankan ketergantungan kekuasaan (power-dependence) dalam
relasi pertukaran. Dengan mendefinisikan kekuasaan sebagai “tingkat
biaya potensial yang menyebabkan seorang aktor dapat memaksa aktor
64 George Ritzer & Douglas J. Goodman (2008), Teori Sosial Modern, Edisi
Keenam, Cetakan Kelima, Jakarta, Kencana hal. 378.
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lain menerima”, sedangkan ketergantungan melibatkan “tingkat biaya po-
tensial yang diterima seorang aktor dalam suatu relasi”, maka Cook dkk65
merangkum dengan mendefinisikan bahwa ketergantungan kekuasaan,
yaitu “kekuasaan seseorang atas orang lain dalam hubungan pertukaran
adalah kebalikan fungsi ketergantungannya dengan orang lain.”
Molm66 bahkan lebih jauh menekankan dengan menyatakan “saling
ketergantungan aktor satu sama lain adalah faktor struktural yang menen-
tukan interaksi mereka dan kekuasaan mereka satu sama lain”. Itulah
sebabnya mengapa sangat memungkinkan Rusdi Masse dominan
menggunakan jaringan birokrasi untuk memenangkan istrinya khususnya
birokrasi di Kabupaten Sidrap. Kekuatannya sangat berpotensial untuk
melibatkan bahkan memaksa birokrasi Kabupaten Sidrap utamanya pada
tataran kepala desa untuk terlibat aktif mengkampanyekan istrinya, se-
mentara jaringan birokrasi sebagai aktor juga  mengharapkan kepent-
ingannya dimuluskan oleh Rusdi Masse sebagai pengambil keputusan
tertinggi di Kabupaten Sidrap.
Selain jaringan birokrasi yang kemudian turun pada jaringan keluar-
ga pada birokrasi tersebut, jaringan politik juga bergerak massi dalam
pemenangan Fatmawati Rusdi di Kabupaten Sidrap. Walau Rusdi Masse
berada pada Partai Golkar waktu itu, namun bukan halangan untuk
melakukan pertukaran jaringan dengan aktor di partai lainnya. Pertama,
Fatmawati Rusdi diusung oleh PPP sehingga dari segi kepartaian, PPP
65 Ibid.
66 Ibid.
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tentunya memassifkan sendiri gerakannya untuk memenangkan
Fatmawati Rusdi (pengusungan Fatmawati Rusdi pun merupakan kerang-
ka pertukarang jaringan yang dilakukan oleh Rusdi Masse dengan pihak
Partai PPP). Kedua, Rusdi Masse sebagai Ketua DPD II Partai Golkar
Kabupaten Sidrap juga memassifkan gerakannya melalui kekuatannya un-
tuk melakukan pertukaran dengan politisi golkar lainnya di Kabupaten Sid-
rap, apalagi politisi Partai Golkar tersebut juga berkepentingan dalam
pencalonannya sebagai anggota legislatif di tingkatan provinsi dan kabu-
paten. Ketiga, Rusdi Masse juga sebagai pengusaha dan yang
menghidupkan beberapa komunitas di Kabupaten Sidrap serta pen-
guasaan birokrasi dapat juga melakukan pertukaran dengan politisi
lainnya di luar Partai Golkar dan Patai PPP terutama bagi caleg provinsi
dan kabupaten yang juga berkepentingan untuk menang. Sebagai pengu-
saha tentunya beberapa politisi juga berkepentingan atau mengalami
ketergantungan dengan usaha Rusdi Masse yang terbilang cukup sukses
di Kabupaten Sidrap dan beberapa kabupaten lainnya. Lebih jelasnya
kerangka pertukaran jaringan dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut.
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Gambar 5.1 Model Pertukaran Jaringan Fatmawati Rusdi
Di Dapil Sulawesi Selatan III
Gambar tersebut menunjukkan model pertukaran jaringan dalam
kemenangan Fatmawati Rusdi pada Pileg DPR RI Tahun 2014 Dapil III
Sulawesi Selatan. Tampak antara Fatmawati Rusdi dan Rusdi Masse
merupakan bentuk politik kekerabatan karena beliau adalah istri dari
Rusdi Masse. Untuk mendapatkan suara maksimal di Kabupaten Sidrap
maka Rusdi Masse dengan kekuatan politiknya melakukan pertukaran
dengan jaringan birokrasi dan jaringan politik. Jika pada jaringan birokrasi
lebih pada ketergantungan kekuasaan, maka jaringan politik terjadi per-
tukaran suara atau kepentingan bisnis. Pada jaringan birokrasi, selain
menyerukan masyarakat untuk memilih Fatmawati Rusdi, mereka juga
memfungsikan jaringan keluarga. Sementara pada jaringan politik, selain
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menggunakan jaringan keluarga, mereka juga menyerukan pada massa
pensukungnya untuk memilih Fatmawati Rusdi.
Penulis juga melakukan wawancara dengan Andi Sugiarno Bahri,
Anggota DPRD Kabupaten Sidrap dari Fraksi Partai Golkar. Beliau
menyatakan; “…hampir semua anggota dewan di DPRD Kabupaten Sid-
rap terlibat dalam pemenangan Fatmawati Rusdi karena mereka semua
berkepentingan denga Rusdi Masse…”. Beliau menegaskan dalam ting-
katan DPRD Kabupaten Sidrap, pada umumnya terlibat dalam keme-
nangan Fatmawati Rusdi.
Jika diperhatikan perolehan suara Fatmawati Rusdi, maka setelah
Kabupaten Sidrap, sebesar 6929 suara diperoleh dari Kabupaten Pinrang.
Walau jumlah yang diperoleh sangat sedikit jika dibandingkan dari Kabu-
paten Sidrap, namun perolehan suara di Kabupaten Pinrang telah melebi-
hi target yang diharapka.
“…ibu Fatmawati Rusdi hanya pernah jalan ke Kabupaten Enrekang,
Pinrang dan Sidrap, sisanya hanya tim yang berjalan. Padahal di
Kabupaten Pinrang itu saya cuma dikasih target 3.000 suara dan
alhasil kita berhasil dapat 6.929…”67
Strategi pemenangan Fatmawati Rusdi yang memfokuskan
perolehan suara di Kabupaten Sidrap membuat target suara untuk kabu-
paten lain yang berada di Dapil III Sulawesi Selatan DPR RI sangat sedi-
kit. Hal ini tentunya juga disesuaikan dengan kekuatan politik yang ada.
Untuk Kabupaten Pinrang yang notabene tetangga Kabupaten Sidrap
hanya ditargetkan 3000 suara, namun kerja keras tim pemenangan ber-
67 Sudirman Bungi, Op. Cit., Kamis 26 Mei 2016.
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hasil memperoleh sebanyak 6929 suara. Selain itu, tampak juga untuk
kepentingan kampanye, Fatmawati Rusdi hanya fokus pada tiga kabupat-
en, yaitu Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten En-
rekang. Dari segi geografis, tiga kabupaten ini saling berbatasan sehingga
wajar saja jika Fatmawati Rusdi menjadwalkan kampanye di daerah ter-
sebut. Adapun perolehan suara di Kabupaten Enrekang sebanyak 4.308
suara yang menempati kabupaten urutan ketiga terbanyak dari perolehan
suara Fatmawati Rusdi.
“…kita pakai jaringan birokrasi ke jaringan keluarga, yang
diutamakan itu birokrasi Kabupaten Sidrap yang merupakan orang
Pinrang, itu yang kemudian kita bangun makanya cepat. Jadi begitu
ada perintah untuk bangun jaringan, kita langsung jalan ke Kabupat-
en Pinrang. Saya hanya kumpulkan PNS yang orang pinrang sekitar
50 orang. Hanya itu, tapi penyebarannya di Pinrang merata dari tiap
perbatasan. Mulai dari perbatasan Kabupaten Polmas sampai
perbatasan Kota Pare-Pare, perbatasan Kabupaten Sidrap sampai di
ujung perbatasan Langga ri Alut, di kota,  merata ini 50 orang.
Maksudnya ini tersebar dan menggarap keluarga masing-
masing…Perintah dari ibu itu mengatakan “keluarganya saudara
tolong dibangun dan saya akan datang”. Tapi di pinrang agak kerja
keras juga karena ibu datang hanya sekali di Pinrang dan
mendatangi tiap rumpung jaringan birokrasi-keluarga yang telah
dibangun di Pinrang…Kita pakai jaringan keluarga tapi yang
gerakkan jaringan birokrasi…”68
Kekuatan politik Rusdi Masse nampaknya betul-betul mem-
berdayakan jaringan birokrasinya. Pemanfaatannya sampai pada orang-
orang birokrasi Kabupaten Sidrap yang kampung halamannya berada pa-
da kabupaten Dapil III Sulawesi Selatan, utamanya Kabupaten Pinrang.
Dengan pola yang sama, sebanya 50 orang birokrasi Kabupaten Sidrap
yang kampung halamannya berada di Kabupaten Pinrang dikumpulkan
68 Ibid
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lalu diperintahkan mengorganisir jaringan keluarganya. Dengan cara sep-
erti inilah Fatmawati Rusdi mendapatkan suara di Kabupaten Pinrang.
Walau berhasil mendapatka suara lebih dari target yang ditentukan, na-
mun Sudirman Bungi mengakui realisasinya tidaklah mudah. Tim membu-
tuhkan kerja keras.
”...Di Pinrang itu, saya pasang tidak terlalu banyak baliho supaya
orang tidak tutup kita punya jalan. Strategi yang saya pakai model
silent saja, kumpulkan orang-orang, jalan-jalan ke keluarga masing-
masing. Kita juga menggunakan pendekatan dorr to dorr. Di awal,
kita juga pernah rolling di Pinrang dengan menggunakan sekitar 80
mobil baranding untuk membangun popularitas…Yang takuti oleh
calon lain kalau ibu dianggap itu kuat logistiknya. Kita pernah
melakukan gerakan setiap 2 minggu sekali dimana mobil box logistik
ibu yang sudah dibranding, di suruh keliling Pinrang menuju
perbatasan, dikira dana mau bagi-bagi padahal isinya itu mobil
kosong. Pas di perbatasan kemudian mobil balik arah pulang, tidak
lama kemudia beredar isu kalo timnya ibu habis bagi-bagi uang.
Memang sekali-sekali ada satu- atau dua titik kadang-kadang kita
kasih singgah di mesjid. Jadi kita singgah di mesjid dengan
membawa mobil box biasanya laki-laki dikasih sarung dan
perempuan dikasih mukena paling tinggi 20 biji disitu. Malam
terakhir, rata-rata orang bilang akan ada serangan fajar dan isu
beredar kalau ibu sudah siapkan uang 1 mobil box dan isu itu kita
jadikan untuk mematikan nyalinya lawan…”69
Keberadaan lawan politik di Kabupaten Pinrang menyulitkan tim
pemenangan Fatmawati Rusdi bergerak. Penggunaan strategi silent
dengan minimnya pemasangan baliho digunakan agar ruang gerak tim
tidak tertutup di Kabupaten Pinrang, terutama dalam menggerakkan jarin-
gan birokrasi ke jaringan keluarga. Strategi dorr to dorr merupakan salah
satu pilihan atau kampanye keliling dengan menggunakan mobil box.
Penggunaan berbagai strategi termasuk strategi menggertak lawan dan
69 Ibid
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memainkan isu money politic terbukti efektif sehingga suara yang di-
peroleh lebih dari target yang diharapkan.
Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, penggunaan jarin-
gan birokrasi Kabupaten Sidrap bahkan sampai pada Kabupaten Toraja
Utara yang paling sedikit memperoleh suara hanya sebanyak 140 suara.
Bahkan jaringan Partai PPP juga kesulitan di kabupaten ini termasuk Ka-
bupaten Toraja karena PPP belum pernah memperoleh kursi di daerah ini.
Walau demikian, tim tetap bergerak dengan memanfaatkan jaringan
birokrasi.
“…Sekitar dua bulan itu, tiap pekan sekitar 7 kali, setiap jumat -
minggu, mulai dari awal Februari sudah mulai jalan sampai April. Ke
sana dengan tim orang toraja yg berdomisisli di Sidrap sekitar 9
orang. Ada PNS, ada juga pegawai swasta. Sampai di Toraja
bertemu dengan orang yang dikenal karena kebetulan saya pernah
bertugas disana kemudian kita datang secara kekeluargaan, yang
kita lakukan disana itu hanya sebatas mensosialisasikan bahwa kita
punya kandidat. Karena disana berat untuk melakukan sosialisasi
langsung… kita juga bertemu dengan beberapa pengurus PPP dan
komunitas motor adventure…” 70
Informan Arlin Ariesta tidak lain adalah Kepala Kecamatan
Maritenggae Kabupaten Sidrap. Beliau ditunjuk untuk mengorganisir
dukungan di Kabupaten Toraja Utara dan Kabupaten Toraja. Beliau juga
pernah bertugas di Toraja sehingga punya beberapa kenalan.
Jaringan birokrasi dan beberapa karyawan swasta yang bekerja di
perusahaan Rusdi Masse sebanyak 9 orang digunakan untuk membantu
mencari dukungan karena kampung halaman mereka adalah Toraja.
Dukungan juga diperoleh dari komunitas motor yang ada di Kabupaten
70 Wawancara dengan Arlin Ariesta (Kord. Tim Kabupaten Tana Toraja dan Toraja
Utara), 17 Juni 2016
92
Toraja dan Kabupaten Toraja Utara selain dari kalangan pengurus Partai
PPP sendiri.
“…Bertemu dengan komunitas motor adventure karena kita di
arahkan oleh pak bupati. Beliau adalah ketua IMI sulsel dan punya
banyak kenalan di komunitas otomotif. Nama dari ketua komunitas
motor itu biasanya disana disapa dengan nama papa Ichal. Nama
komunitasnya, yaitu Komunitas Toraja Adventure Trail. Ini juga Icahl
paling sering saya datangi rumahnya karena kebetulan dia muslim
juga dan mengaku memiliki 50 orang yg ada di komunitasnya…”71
Jaringan komunitas motor didapatkan di Kabupaten Toraja Utara
berkat arahan dari Rusdi Masse karena beliau juga sebagai Ketua IMI
(Ikatan Motor Indonesia) Sulawesi Selatan pada waktu itu. Nama komuni-
tas motor tersebut adalah Komunitas Toraja Adventure Trail yang memiliki
anggota sebanyak 50 orang.
Pemaparan tersebut telah menggambarkan keterlibatan jaringan
dalam pemenangan Fatmawati Rusdi dengan teori pertukaran jaringan.
Sebelum lahirnya teori pertukaran jaringan terdapat teori pertukaran sosial
yang dicetuskan oleh seorang ilmuwan sosial bernama George C.
Homans (1950-an). Pemikirannya lebih memusatkan perhatiannya pada
pertukaran hadiah (reward) dan biaya (cost) sekurang-kurangnya antara
dua orang. Teori yang dikemukakannya lebih bercorak mikro-sosiologi
karena menitikberatkan pada kebebasan aktor dan cenderung
mengabaikan peran struktur atau institusi sosial dalam membentuk
perilaku sosial.
71 Ibid
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Meski Homans diposisikan sebagai pencetus teori pertukaran sosial,
namun akar teori ini sebenarnya telah berkembang jauh sebelum Homans
mengemukakan ide pertukarannya itu. Di antara teori yang menjadi cikal
bakal kelahiran teori pertukaran sosial adalah teori ekonomi klasik
sebagaimana dikemukakan Adam Smith (abad 18 dan 19), teori
solidaritas  organis yang dikemukakan Durkheim, Levi-Strauss mengenai
praktek perkawinan dan kekerabatan, teori behaviorisme dan teori pilihan
rasional.
Kesemua teori tersebut telah memuat ide-ide mengenai “pertukaran
sosial” walaupun para teoritisinya belum menamakan secara eksplisit
dengan pertukaran sosial. Teori pertukaran yang dicetuskan Homans
kemudian dicabar, dikembangkan dan disempurnakan oleh Peter M. Blau
(1964-an) yang lebih memusatkan perhatiannya pada persoalan
kekuasaan. Perspektif teoritiknya lebih merupakan usaha mensintesakan
antara mikro-sosiologi dan makrososiologi.
Pada era yang hampir bersamaan dengan Blau, Richard Emerson
(1962-an) juga mengembangkan teori pertukaran sosial yang lebih
integratif. Emerson menfokuskan kajian pertukarannya pada persoalan
“kekuasaan dan ketergantungan”. Pada 1972-an, Emerson kian
menyempurnakan dan membawa model pertukaran sosialnya menuju
teori yang mengintegrasikan antara teori pertukaran itu sendiri dengan
teori jaringan yang kemudian dikenal dengan nama network exchange
theory.
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Sebelumnya telah disinggung bahwa teori pertukaran jaringan meru-
pakan penggabungan dari teori pertukaran sosial dan teori jaringan. Cook
dan Whitmeyer72 terlihat berusaha untuk betul-betul mengombinasikan
teori pertukaran dengan analisis jaringan. Keduanya melihat adanya
kesesuaian antara dua pandangan tentang aktor dan tentang struktur.
Mereka berkesimpulan bahwa kedua teori pandangan aktor esensinya
adalah sama, sebab semua teori pertukaran mengasumsikan bahwa aktor
secara rasional mengejar maksimalisasi kepentingan diri (self interest)
dalam bentuk apapun, sedangkan kebanyakan teori analisis jaringan
menganut asumsi yang sama meski secara lebih implisit. Hanya saja,
perbedaan utamanya adalah bahwa teori pertukaran memandang relasi
sosial yang membentuk struktur hanya pada term pertukaran aktual,
sedangkan analisis jaringan menolak semua bentuk relasi, walau
pertukaran itu terjadi atau tidak.
Teori jaringan pertukaran sosial memandang bahwa setiap
pertukaran sosial terjadi dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang
lebih besar.  Pertukaran tidak saja terjadi antar dan melibatkan dua orang
saja, melainkan bisa terjadi antar dan melibatkan berbagai pihak, instansi,
organisasi. Dalam relasi jaringan pertukaran sosial itu, mulai dikaji secara
lebih mendalam pola negosiasi yang mewarnai pertukaran sosial.
Sesuai dengan teori tersebut, kemenangan Fatmawati Rusdi pada
Pileg DPR RI Tahun 2014 Dapil III Sulawesi Selatan sangat dipengaruhi
72 K. S. Cook and J. M. Whitmeyer, Two Approaches to Social Structure: Exchange
Theory and Network Analysis, In Annual Review of Sociology, Vol. 18, Publised: Annual
Reviewr, 1992, hlm., 109-127.
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oleh pemanfaatan jaringan birokrasi di Kabupaten Sidrap. Keterlibatan
jaringan birokrasi memang sangatlah memungkinkan mengingat Rusdi
Masse selaku elit penentu kemenangan istrinya memiliki kekuasaan
secara struktural, yaitu sebagai Bupati Kabupaten Sidrap. Ketergantungan
kekuasaan para birokrasi dengan Rusdi Masse semakin menguat lantaran
tidak hanya kepemimpinan Rusdi Masse yang berada di periode keduan-
ya, namun juga Fatmawati Rusdi menjadi satu-satunya caleg pilihan yang
dapat dimenangkan oleh masyarakat Sidrap. Posisi ini semakin menguat-
kan ketergantungan kekuasaan para birokrasi sehingga memudahkan
proses negosiasi.
Jaringan pertukaran sosial tidak hanya merambat pada birokrasi Ka-
bupaten Pangkep, namun juga pada jaringan politik. Dalam konteks ini,
beberapa anggota dewan dari Partai Golkar dan Partai Nasdem di Kabu-
paten Sidrap tampak mendukung Fatmawati Rusdi yang notabene di-
usung oleh Partai PPP. Model pertukarannya, yaitu saling mendukung un-
tuk memenangkan. Beberapa Caleg DPRD Kabupaten Sidrap juga
berkepentingan untuk menang sehingga memilih jalan negosiasi dengan
Rusdi Masse.
Pada konteks yang lebih jauh kondisi ini tentunya melemahkan
pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Politik kekerabatan, pemanfaatan
jaringan birokrasi dan keberadaan elit-elit partai justru akan menuai dam-
pak buruk. Pemanfaatan jaringan birokrasi menjadi mesin politik justru
menjadi pertanyaan bagi netralitas birokrasi dalam setiap pesta demo-
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krasi. Kondisi sangat menguntungkan bagi pemegang kekuasaan
struktural di tingkatan pemerintahan daerah. Di sisi lain, politik kekera-
batan dan menguat elit partai telah melemahkan fungsi partai politik itu
sendiri. Para kader partai yang seharusnya mendukung caleg dari par-
tainya sendiri tampak tidak berlaku, aturan main partai politik telah dilang-
gar.
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BAB VI
PENUTUP
Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran. Peneliti menyimpulkan
hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.
Kesimpulan disajikan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian
ini, sementara saran-saran menyajikan rekomendasi yang diperlukan
sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.
6.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya,
maka kesimpulan dari penelitian ini, antara lain:
1. Rusdi masse merupakan elit penentu yang memenangkan
Fatmawati Rusdi pada Pileg DPR RI Tahun 2014 di Dapil Sulawesi
Selatan III. Hal ini dikarenakan Rusdi Masse menggunakan jarin-
gan birokrasi dan jaringan partai politik sebagai jaringan utama
yang mendominasi dalam memenangkan Fatmawati Rusdi.
2. Jaringan yang paling bekerja secara maksimal dalam memberikan
suara kepada Fatmawati Rusdi adalah jaringan birokrasi di Kabu-
paten Sidrap. Jaringan birokrasi ini bekerja dengan memanfaatkan
jaringan keluarga. Di sisi lain, jaringan partai politik juga mem-
berikan sumbangsih seperti jaringan dari Partai Golkar Kabupaten
Sidrap, jaringan Partai Nasdem dan jaringan dari Partai PPP itu
sendiri.
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6.2 Saran
Adapun saran-saran yang dikemukakan oleh peneliti sesuai hasil
dan pembahasan penelitian ini, antara lain:
1. Posisi Rusdi Masse sebagai elit penentu dalam kemenangan
Fatmawati Rusdi mengindikasikan adanya politik kekerabatan. Oleh
karena itu, dibutuhkan penguatan pelembagaan partai politik di
Kabupaten Sidrap karena selain adanya indikasi politik kekera-
batan, terdapat juga elit partai yang justru mendukung calon
legislatif yang bukan dari partainya.
2. Jaringan birokrasi sebagai jaringan yang paling kuat dalam me-
menangkan Fatmawati Rusdi telah membawa dampak bagi ne-
tralitias pegawai negeri sipil di Kabupaten Sidrap. Oleh karena tu-
gas utama birokrasi adalah pelayanan kepada masyarakat, maka
penting menjaga netralitasnya dalam setiap pemilu dengan tidak
menjadi mesin politik bagi kandidat tertentu.
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